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Hukum yang baik adalal hukum yang dapat memberikan keadilan bagi siapa saja,
Hukum yang baik adalah hukum yang mampu membawa kemaslahatan umat
manusia,

Hukum yang baik akan menjadi rusak karena aparat penegak hukumnya,
Hukum yang baik akan menjadi baik karena aparat pénegak hukumnya,
Aparat penegak hukum yang baik akan mempengaruhi hukum yang tidak baik

menjadi baik. \
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ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut masyarakat untuk dapat
memenuhi kebutuhanya dengan mudah dan tidak selalu tergantung pada keadaan
ekonomi yang tidak selalu menguntungkan, guna mewujudkan kebutuhan dari
kosumen inilah maka lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan untuk
memperoleh kebutuhannya dengan konsep pembiayaan konsumen dengan jaminan
fidusia, namun pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tidak selamanya mulus
sehingga sangat mungkin terjadi wan prestasi dari pihak konsumen oleh sebab itu
perlu ada penyelesaian yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam hal ini.
berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah bentuk hubungan hukum para pihak
dalam perjanjian pecmbiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan bagaimana
penyelesaian wan prestasi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan PT. Multindo
Auto Finance di Kabupaten Sleman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk
hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan
fidusia dan bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada perusahaan
pembiayaan PT. Multindo Auto Finance di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dalam kajiannya
menggunakan sumber data skunder yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum
yaitu, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang
berkaitan dengan materi penclitian diantaranya UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Undang-undang Jaminan Fidusia, Kepres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.01722000 Tentang
Perusahaan Pembiayaan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan tethadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil
penelitian, buku-buku dan artikel2 yang didapat dari media baik cetak maupun
elektronik. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum skunder misalnya kamus-kamus baik kamus
hukum, kamus bahasa Indonesa dan Bahasa Inggris.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dan setelah dilakukan
penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut,
dalam hal debitur wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh pihak ketiga,
maka PT. Multindo Auto Finance mengirim petugas dari bagian penagihan untuk
mengambil kendaraan dan berhak untuk memasuki ruangan, tempat tinggal atau
kantor atau tempat lain dimana kendaraan tersebut berada. Hak yang dimiliki oleh
PT. Multindo Auto Finance tersebut dapat dilihat pada surat kuasa yang
ditandatangani leh dcbitur yang berisi pemberian kuasa kepada PT. Multindo Auto
Finance untuk mengambil, menyimpan, menjual dar menerima hasil penjualan



barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur pada waktu menutup
perjanjian

Perkembangan usaha pembiayaan konsumen yang semakin pesat di
masyarakat maka perlu adanya peraturan yang lebih tegas guna memberikan.
perlindungan terhadap pcngguna jasa. Disisi lain guna mencegah kerugia yang besar
sebagai akibat ulah konsumen yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT. Multindo
Auto Finance lebih selektif dalam menentukan calon konsumen yang akan diberi
dana pembiayaan agar permasalahan wan prestasi dapat ditekan seminimal mungkin,
sehingga tidakmerugikan usaha dari lembaga pembiayaan konsumen.

N



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Bélakang Masalah

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan
dibidang ekonomi sehingga pembangunan nasional diarahkan untuk
terwujudnya perekonomian yang mandiri, handal serta berasaskan demokrasi
ekonomi ini diwujudkan dengan pertumbuhafi dan perkembangan perusahaan
yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari dan
dipasarkan secara terbuka, baik di pasar-pasar tradisional maupun melalui
iklan dimedia massa. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk ikut memiliki
dan menikmati produk yang dibutuhkan. Tetapi di sisi lain sebagian besar
masyaraakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkan secara tunai
karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada jaman dahulu orang-orang yang mémpunyai kelebihan dana
akan meminjamkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana, tetapi
dengan syarat disertai bunga yang tir%ggi, mereka kemudian dikenal dengan
Rentenir. Karena bunga yang dipu-ggﬁt oleh rentenir sangat tinggi maka
masyarakat yang ingin meringankén beban hidupnya dengan meminjam uang
tersebut menjadi semakin terbebani, apalagi kalau usaha meminjam tidak
berhasil. Seiring dengan perkembangan pinjaman oleh rentenir itu terdapat
berbagai institusi yang melakukan kegiatan pendanaan secara lebih

terorganisasi yang kemudian dikenal dengan nama bank.



Bank adalah salah satu institusi yang melakukan kegiatan pendanaan
secara lebih terorganisir. Perbankan tersebut terryata tidak cukup ampuh
untuk menanggulangi berbagai kepeﬂrluan dana dalam masyarakat. Satu dan
lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank
tersebut. Keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip
bernuansa “Konservatif” prudent bankking yang sangat heaving regulated”.!

Berdasarkan spada masalah tersebut di atas maka dicari bentuk
lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank
meskipun dengan tingkat bunga dan risiko yang lebih tinggi. Dalam hal
pendanaan atau pembiayaan selain rhelalui sistem perbankan dan lembaga
keuangan non bank dikenal pula pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan
sebagaimana yang diatur dalam Keppres Ni, 61 Tahun 1988 tentang lembaga
pembiayaan yang kemudian dit:ndaklanjuti oleh Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia N6.1251/I(MK.013/’1988 tentang Tatacara
dan pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pasal 1 angka S Keputusan Presiden
Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 menyebutkan bahwa perusahaan
pembiayaan adalah Badan Usaha diluar Bank dan lembaga keuangn non bank
yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang térmasuk dalam bidang
usaha lembaga pembiayaan.’

Adanya lembaga pembiayaan konsumen telah membantu

masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dalam

" Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1999, him 2.

? Keppres Ri. No. 61 Tahun 1988.



membeli alat transportasi. Masyarakat cenderung untuk memanfaatkan
lembaga ini karena persyaratannya cukup sederhana dan prosesnya cepat.

Istilah pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari consumer
finance. Pengertian pembiayaan konsumen sebenarnya secara substantif sama
saja dengan kredit konsumsi yaitu Kredit yang diberikan kepada konsumen-
konsumen guna pembelian barang-bgrang konsumsi dan jasa pinjaman yang
digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat
mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari
itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.’

Lembaga pembiayaan konsumen akan rﬁenarik minat banyak
masyarakat tidak diragukan lagi sebab biasanya para konsumen akan sulit
mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Di
harapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang disamping
pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang samma, seperti
kredit konsumsi oleh bank, kredit dari perum pegadaian, koperasi atau
bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh
para penjual barang itu sendiri.*

Perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia
disamping karena banyak dibutuhka-:n oleh masyarakat juga tidak lepas dari

alasan-alasan masih kurangnya sumber pembiayaan yang mampu mengatasi

* Munir Fuady , op cit., him 162.
9 Ibid



kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah’, Diantara slasannya adalah
keterbatasan sumber daya formal yang mampu mengatasi ‘kebutuhan kredit
masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merﬁpakan pendorong
berkembangnygg perusahaan pembiayaan konsumen dengan sistem pembiayaan
yang fleksibel. Tidak Inemerlukan penyerahan barang jaminan menyesuaikan
dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran
relative kecil, terasa sangat meringankan konsumen melalui sistem pembiayaan
konsumen, masyarakat lapisan bawah berpenghasilan rendah dapat memenuhi
kebutuhan layak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.

| Perjanjian pembiayaan konsumen lahir melalui beberapa tahapan yaitu
tahap pra kontraktual, dan tahgpan kontraktual, antara tahapan pra kontraktual
sampai kontraktuz] terdapat banyak hal yang harus dilalui agar permohonan
pembiayaan dapat diterima.

Tahap pra kontraktual konsumen yang ingin membeli barang dengan
pembiayan dari perusahaan pembiayaan mengisi formulir permohonan kredit
_yang telah dipersiapkan oleh perusahaan. Setelah pemohon melengkapi seluruh
dokumen, pérusahaan akan . mempertimbangkan dengan mengeval:xasi
kelayakan pemberian pinjaman pembiayaan kepada calon konsumen dengan
mengirim tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen. Surveyor akan

menilai kelayakan konsumen dengan menggunakan prinsip the five c's of

5) Abdulkadir Muhamad dan Reida Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan
dan embiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 250.



credit analysis yang terdiri dari Character, Chapacity, Capital Collateral,
Condition.6
Pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu
transaksi, yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Para
pihak mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dalam
suatu transaksi pembiayaan ko_ﬁsumen7
1. Hubungan pikak kreditur dengan konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan
kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsmnén dimana pihak
pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen)
sebagai pihak debitor. Pihak pemberi biaya berkewgjiban untuk memberi
sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak
penerima biaya (konsumen) Tberkewgiiban untuk membayar kembali uang
tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak
konsumen adalah sejenis pérjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan
tentang perjanjian kredit- dalam KUH Perdata berlaku. Semér\ltara
ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara
yundls formal tidak berlaku Berhubun_g pihak pemberi biaya bukan pihak
bank, sehingga tidak tundlih(epada peraturan perbankan.

2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

*Munir Fuady, op cit, him 168.
7)Abdulkad|r Muhammad dan Reida Murniati. op.cit, him 165,



Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat
suatu hubungan jual beli dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak
supplier selaku penjual, menjual barang kepada pihak konsﬁmen selaku
peumueii dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu
pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena
alasan apapun pihak pemberi biéyé tidak dapat fnenyediakan dananya
maka jual beli antara supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli
akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan
perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang masih '
relevan berlaku diantaranya : kewajiban menanggung dari pihak penjual
setelah perjanjian jaul beli tentang garansi.

. Hubungan penyedia dana dengan supplier

Hubungan antara pihak. . penyedia dana dan pihak supplier
(penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus,
kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu
syarat untuk menyediakan dana untﬁk digunakan dz;lam perjanjian jual beli
antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Gleh karena itu jika pihak
penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan” dananya, sementara
kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai
dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan
batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana

karena wan prestasi.



Besarnya biaya diberikan dalam pembiayaan konsumen relatif kecil
karena barang-barang yang dibiayai adalah  barang-barang keperluan
konsumen untuk keperluan hidupnyé. Misalnya : Televisi, Almari es, mobil, -
motor dan lain seb‘againya. Walaupun biaya yang diberikan itu relatif kecil
tidak berarti kalau pcrusahaan pembiayaan konswinen tidak punya rcsiko
sama sekali, oleh karena itu seperti lembaga pemberi kredit lainnya dalam
pemberian kredit kepad;a konsumen, pembiayaan konsimen meminta jaminan
atas dana yang dipinjamkan, jaminan dalam pembiayaan konsumen ini adalah
jaminan fidusia.

Fidusia sebagaimana halnya dengan jaminan-jaminan kebendaan
lainnya merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian
pokok yang dalam hal ini perjanjian pembiayazn konsumen. Sehingga
dokumen yang berkenaan dengan ke;)emilikan barang yang didanai tersebut
dalam hal ini BPKB- (Bukti - Kepemilikan Kendaraan Bermotor) akan
dipegang oleh perusahaan pembiayaan hingga angsuran lunas.

Jaminan Fidusia dari aspek ekonomi sangat menguntungkan bagi
para pihak dalam perjanjian. Bagi pihak pemberi jaminan fidusia
menguntungkan karena barang jaminan tetap dapat dikuasai oleh pemberi
jaminan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagi penerima
jaminan juga menguntungkan karena fidusia tidak mensyaratkan
berpindahnya barang jaminan dalam kekuasaan penerima fidusia sehingga
penerima fidusia tidak perlu menyéaiékan tempat khusus bagi penyimpanan

barang jaminan.



Disamping adanya segi positif, lembaga jeminan fidusia juga
memiliki kelemahan yang selama ir_}i timbul akibat tidak adanya sistem
publikasi dalam fidusia. Mengingat bahwa pada umumnya fidusia ini adalah
jaminan atas barang bergerak, maka masyarakat urrfum tidak mengetahui
apakah barang yang bersangkutan dibebani jaminan atzu tidak. “Bezit adalah
suatu keadaan lahir dimana seorang.menguasai suatu benda seolah-olah
keptinyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak
mempersoalkan ~ hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa”.’
Berdasarkan Bezit inilah masyarakat uyhum beranggapan “Barang siapa yang
menguasai barang bergerak dialah pemilik barang tersebut” padahal
kepemilikan barang terscbut sudah dijaminkan oleh debitor secara
kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan.

Penyerahan jaminan fidusia hanya diketahui oleh dua pihak saja
yaitu debitor dan kreditur, pihak ketiga atau masyarakat tidak mengetahuinya.
Kondisi tersebut diatas bisa dimanfaatkan oleh debitor yang beritikat tidak
baik untuk melakukan dengan mudéh menyalahgunaan wewenang Yyaitu
melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan tersebut dengan pihak
ketiga.

Apabila konsumen menjual barang jaminan itu kepada pihak ketiga
dan tiba-tiba dari perusahaan pembiayaan konsumen datang kepada pihak

ketiga untuk mengamil barang yang telah dikuasainya dengan membawa

® Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Inter Masa, Jakarta, 2003, hlm 63.



dokumen-dokumen kendaraan dimanapun dan di tempat siapapun kendaraan
berada, maka dalam hal ini pihak ketiga yang akan dirugikan. |

Apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan barang yang dikuasainya,
maka perusahaai. pembiayaan k'p"rlsumen yang akan dirugikan karena hutang
konsumen belum lunas, di lain pihak konsumen karena terdesak oleh berbagai hal
untuk segera melunasi hutang usahanya sedangkan kekayaan yang bisa dijual
hanya kendaraan yang masih menjadi jaminan hutang, maka tidak ada jalan lain
dan tanpa memikirkan akibat bagi pihak ketiga dan perusahaan pembiayaan,
menjual kendaraaa tersebut.

Apabila semua pihak (pemb,eri fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga,
pembeli kendaraan bermotor) sa-tir';g mempertahankan pendirian dan kedudukan
masing-masing terhadap perbuatan“hukum maka akan terjadi perselisihan diantara
mereka. |

Kasus yang terjadi pada. PT. Multindo Auto Finance adalah apabila
debitor telah menutup semua perjanjian dengan penandatangan, penyerahan, uang
muka dan telah diterimanya penyerahan kendaraan dari dealer yang ditunjuk oleh
PT. Multindo Auto Finance maka sgjak bulan berikutnya debitor mulai memi)\ayar
angsurannya kepada PT. Multindo Auto Finance.

Dalam pembayaran angsuran debitor yang mengalami keterlambatan
pembayaran angsuran kurang dari 5 hari sejak tanggal jatuh tempo belum dikenai
denda keterlambatan. Setelah mencapai 8 hari sejak keterlambatan baru dikenai
denda oleh PT. Multindo Auto Finance yang besarnya 2/000 ( dua permil) setiap

harinya dan kalau sampai 14 hari sejak tanggal jatuh tempo



belum membayar maka merupakan angsuran yang wajib di tagih, atas tagihan
dari petugas bagian penagihan itu akan dikenakan biaya penagihan.

Apabila keterlambatan itu telah diberitahukan oleh PT. Multindo
Auto finance kepada debitor secara baik-baik tetapi tidak pernah diperhatikan
dan keterlambatannya itu telah mencapai jangka waktu 5 bulan maka
PT.Multindo Auto Finance melalui petugas bagian penagihan mendatangi
debitor untuk melakukan negosiasi );ang terakhir kali. Dalam negosiasi PT.
Multindo Auto Finance memberikan alternatif apakah debitor tetap menguasai
kendaraan dengan konsekuensi membayar semua tagihan étau kendaraan
jaminan yang ada pada debitor itu ditarik untuk melunasi seluruh hutangnya.
Saat terjadi negosiasi petugas menanyakan keberadaan kendaraan jaminan
kepada debitor dan baru diketahui oleh pihak P1. Multindo Auto Finance.
Kalau ke?ndaraannya telah dikuasai oleh pihak ketiga. Dengan: dikuasainya
jaminan oleh pihak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance 'menganggap
bahwa debitor telah memilih kendaraan jaminan ditarik dari kekuasaannya

untuk melunasi seluruh hutangnya.

VB. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hubungan hukum péra pihak dalam perjanjian pembiayaan
konsumen dengan jaminan ﬁdus.i.a?.
2. Bagaimana penyelesaian wahprestasi jaminan fidusia pada perusahaan

pembiayaan PT. Multindo Finance di Kabupaten Sleman Yogyakarta?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan

konsumen dengan jaminan fidusia

2. Penyelesaian wanprestasi jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan

PT. Multindo Auto Finance di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

£

D. Telaah Pustaka

Dalam sistematika KU 'perdata dikenal dua macam Iembz;ga
jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan
kebendaan diatur dalam buku II KUH perdata bab XX tentang Gadai dan bab
XXI tentang Hipotik dan jaminan perorangan diatur dalam Buku IIl KUH
perdata bab XVII tentang penangguﬁgan hutang u‘ntuk gadai dan Hipotek.
Dalam ;;erkembangannya timbul lembaga jaminan baru yaitu Fidusia dan Hak
Tanggung;m, untuk jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42
tahun 1999 dan untuk jaminan Hak Tanggungan diatur dalam undang-undang
No. 4 tahun 1996.

Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1 131 KUH perdata
menyebutkan Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik yang sudah ad_‘g maupun yang baru akan ada dikemudian
hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Uraian pasal 1131 tersebut berarti bahwa semua harta kekayaan si
berhutang dijadikan jaminan badi semua kewajibannya yaitu semua

hutangnya. Harta kekayaan si berhutyang itu meliputi :

11



a. benda bergerak dan benda yang tidak bergerak
b. benda yang sudah ada pada saat pgfjanjian dibuat
c. benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dibuat

Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam diri debitor terdapat unsur
schuld dan haftung. Schuld (hutang) artinya kewajiban untuk menjamin
bahwa prestasi sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa prestaéi yang
diperjanjikan benarebenar dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sedang
haftung berarti jaminan bahwa hutangnya akan dapat dibayar oleh si
berhutang.

Menurut pasal 1132 KUH perdata yang berbunyi “Kebendaan
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
Kecuali apabiia diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan™.

Pasal 1132 ini berlaku apabila krediturnya terdiri dari beberapa
prang atau lebih dari satu. Adanya pasal 1131 dan 1132 KUH perdata ini
merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum atau
jaminan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan adalah
semua harta benda debitor.

Selain jaminan yang bersifat umum ada jaminan yang bersifat

khusus yang adanya harus diperjatijikan terlebih dahulu oleh para pihak.
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Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat
perorangan dan bersifat kebendaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
jaminan adalah sesuatu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi
kreditur bahwa piutangnya pada jangka waktu tertz=ntu akan dilunasi oleh
debitor.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang yang timb“ljJ”l-dari suatu perikatan.” Tujuan adanya
jaminan adalah untuk memberikaﬁ kepercayaan kepada kreditur bahwa
piutangnya akan dikembalikan olch dcbitor. LLembaga jaminan mempunyai
tugas melancarkan dan mengamankan.pemberian kredit, maka diperlukan
jaminan yang baik. |

Ada tiga unsur yang harus ada pada jaminan yang baik yaitu:'?

a. Dapat secara mudah membantu peroleh kredit bagi pihak yang
memerlukan. ’

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan
(meneruskan) usahanya.

c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu dapat mudah di

uangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

) Hartono dan Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, PT.
Liberty, Yogyakarta, hlm 50.

19 Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredll menurut fitikum Indonesia, PT. Alumni,
Bandung, 1986, him 79.
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Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang selalu berkaitan
dengan perjanjian pokok yang biasénya merupakan perjanjian kredit.
Perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir
atau sebagai perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pdkok. Oleh karena
itu adanya -dan hapusnya perjanjian jaminan tergartung pada perjanjian
pokok.

Dengan adanya kedudukan accesoir tersebut maka akibat hukumnya
adalah perjanjian jaminan mempunai ciri-ciri:"

a. Lahirnya tergantung adanya perjanj.ilan pokok

b. Berakhirnya tergantung perjanjian pokok

c. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian accesoirnya ikut batal
d. Perjanjian accesoir peralihannya meﬁgikuti perjanjian pokoknya.

Bentuk perjanjian kredit ada yang harus dengan akte outentik ada pula
yang cukup dengan akta di bawah tangan, tergantung kesepakatan para pihak
sebagai contoh untuk jaminan gadai, penjaminan atas barang jaminan bisa
luwes, maksudnya bahwa perjanjian jaminannya dapat dibuat dengan cara
tertulis dengan akta autentik ataupun akta dibawah tangzn.

Berbeda dengan jaminan fidusia dimana penjamiﬁan atas barang harus
dengan akta notariil dan untuk jaminan hipotek harus disahkan oleh sah
bandar. Oleh karena perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian pokoknya

maka ada yang digabungkan dengan perjanjian pokok dengan alasan efisiensi

' Sri Soedewi Mastjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indoresia, Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan IV, PT. Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 37.
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tenaga, waktu dan biaya dan ada pula yang dibuat secara khusus dengan akta
notariil terpisah dengan perjanjian pokoknya.

Fidusia atau lengkapnya Fidusiarre Eigendoms Overdract dalam
istilah Indonesia lebih dikenal dengan'j_aminan Hak Milik secara kepercayaan,
Fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan un:uk benda bergerak selain
gadai, tetapi tanpa penyerahan nyata dari benda jaminan.

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Hubungén
antara debitor dan kreditur merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan
kepercayaan yaitu bahwa kreditur percaya kalau debitor tidak akaﬁ
menyalah-gunakan barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya, sebaliknya
debitor percaya bahwa kreditur akan mengembalikaa hak miliknya kalau
hutangnya sudah lunas. |

Menurut Mariam Darus Badrulzaman istilah fidusiarre berarti Secara
kepercayaan yang diberikan timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang
lain, bauwé apa yang keluar nampakkan sebagai pemindahan hak milik.
Sebenarnya (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.'?

Dari definisi diatas dapat d.‘i;ir'npulkan bahwa dalam jaminan fidusia
itu tidak menimbulkan pengalihan hak atas benda yahg dijadikan jaminan
tetapi hanya menimbulkan hak jamiman saja.

Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal
1 huruf (a) yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

12) Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian K}(-edit Bank, PT. Alumni, Bandung, 1991, him 76.
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kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda.
Sedangkan dalam pasal 1 huruf b memberikan definisi tentang jaminan
fidusia, yaitu :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yany

berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagai mana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 (BN. No. 5847

hal. 18-38) tentang hak tanggungan yeng tetap berada pada

pengusaan -pemberi fidusia, sebagai agunan bigi pelunasan kepada
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam jaminan fidusia
itu terdapat unsur-unsur :

a) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak

b) Benda jaminan tetap ada pada pemberi {idusia

c) Benda tersebut digunakan sebagai jaminan/agunar bagi pelunasan uang
tertentu. |

d) Merupakan jaminan khusus.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah suatu
perjanjian memberikan pinjaman uang yaitu kreditur mencantumkan dalam
perjanjian bahwa debitor harus menyefahkan barang-barang tertentu sebagai
jaminan pelunasan utang, sehingga perikatan yang menimbulkan fidusia
mempunyai karakteristik sebagai berikut:*’

1. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia adalah hubungan

perikatan berdsarkan dimana kreditur berhak untuk menuntut penyérahan

'3 Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, cetakan ke I, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1985, him 32-33. .
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barang jaminan (sccara constitutum possessoriuins) dari debitor yang
berkewajiban memenuhi.

. Isi perikatan adalah untuk memberi sesuatu, karena debitor menyerahkan
sesuatu barang (secara constitutum possesorium) kepada kreditur.

. Perikatan itu mengikuti.suatu peribatan lain yang telah ada, yaitu perikatan
utang piutangan antara kreditur dan debitor. Perikatan antara pemberi dan
penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya
accesoir, sedangkan perikatan pokoknya ialah utang p’utang.

. Periaktan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat
batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

. Perikatan fidusia itu terjadi karena ;;erjanjian pemberian fidusia scbagai
jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah
perjanjian.

. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH perdata,
oleh karena itu ia disebut juga perjanjian inno minat atau on be noemde
overeen komst.

. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang

perikatan yang terdapat dalam bab [ — [V Buku 1l KUH perdata.

Ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia :

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfurigsi sebagai pemegang
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika

ada wan-prestasi dari pihak debitor..
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. Apabila hutang sudah lunas, maka obyek jaminan fidusia melabihi jumlah

hutannya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi

fidusia.

. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,

maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia."*

Selain itu agar sahnya peralihan hak tentang jaminan fidusia

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.

2.

Terdapat perjanjian yang bersifat Zakelijk

Adanya titel untuk suatu peralihan hak

. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang

menyerahkan benda.

. Cara tertentu untuk penyerahan yakni dengan cara constitutum

possesorium bagi benda bergerak yang berwujud atcu dengin cara cessie

untuk hutang piutang.'

Apabila ditelaah lebih mendalam timbulnya jaminan fidusia ini

karena ketentuan-ketentuan Undang-undang yang imengatur tentang gadai

banyak mengalami kekurangan dan tidak mengikuti perkembangan. Adanya

pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata itu merupakan suatu pembatasan untuk

gadai atas barang-barang bergerak yang masih harus dipergunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keadaan seperti itu fidusia pada .

') Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 4.

'* Sri Soedewi Majchun Sofwan, Beberapa. masalah pelaksanaan lembaga Jaminar
khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya, FH.UGM, Yogyakarta, 1977, him
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mulanya dianggap sebagai gadai yang terselebung (gelap) karena tidak diakui
oleh pemerintah.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi
buruk. Wanprestasi terjadi apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan
apa yang dijanjikan, ia aipa atau lalai atau ingkat ianji atau ia melanggar
perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat
berupa empat macam:'® | )

a. Tidak melakukan apa yang diséﬁggupi akan dilakukan

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.

c. Mclakukan apa yang dijanjikannya tetapi teriambat.

d. Melakukan sesuatﬁ yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus
dinyatakan dahulu secara resmi dengan jalan memperingatkan si berhutang
bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran sekgtika atau dalam jangka
waktu pendek. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang
debitor agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu clapat dilakukan lalai ini
diatur dalam pasal 1238 Kitab Un;iang-undang Hukum pertdata yang
berbunyi “Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau
dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya
sendiri menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan

lewatnya waktu yang ditentukan”.

19 Sukbekti, Hukum Perjanjian, cctakan V1, PT. Intcrmasa, Jakarta, 1979, him 45.
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Dengan melihat isi pasal tersebut di atas maka peringatan itu
harus ditulis oleh karena itu halfim tidak akan menganggap suatu
peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika
sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai misalnya dalam perjanjian
untuk membikin pakaian mempelai tetapi pada hari perkawinan pakaian
itu belum jadi atau belum selesai. Dalam hal.ini meskipun prestasi itu
dilakukan oleh si berhutang tetapi karena tidak m(amenuhi perjanjian maka
prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu
kelalaian, sehingga tidak diperlukan suatu sommatie atau peringatan.

Hubungan atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitor yang
lalai ada empat macam yaitu:17
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat

dinamakan ganti rugi . |
b. Pembatalan perjanjian ataujuga dinamakan pemecahan perjanjian
c. Perrihal resiko
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan di depan hakim
Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan :

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga

yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu

perjanjian dilahirkan kecuali jika hal  tidak dipenuhinya

perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan
olehnya. ‘

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan éebagai

berikut :

17 Subekti , Ibid
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3ahwa iika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena tipudaya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga,
sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berhutang dan
keuntungan yang terhitung baginya, hanyalah terdiri atas apa yang
merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian.
Dengan melihat dua pasal kitab undang-undang perdata tersebut
di atas maka ganti rugi dibatasi hanya meliputi L:erugia‘n yang dapat diduga
dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat
diduga dan akibat langsung dar-i wanprestasi memang sangat erat
hubungannya satu sama lain sehingga apa yang tak dapat diduga juga
bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitor. Dalam teori adaequat
atau teori tentang sebab akibat suétu peristiwa dianggap sebagai akibat
dari peristiwalain apabila peristiwa yang pertama secara langsung
diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam
masyarakat dapat diduga akan terjadi."®
Pembatalan yang dicantumkan dalam pasal tersebut diatas bukan
berarti batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada
hakim. Permintaan ini juga harﬁs dilakukan, meskipun syarat batal
mengenai tidak dipenuhinya kewajii)an itu dinyatakan dalam perjanjian.
Hakim akan lebih leluasa jika syarat batal tidak dinyatakan dalam
perjanjian untuk memberikan kepada si tergugat memenuhi kewajibannya

dengan memberikan jangka waktu sesuai dengan keadaan atas

permintaannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.
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Putusan Hakim yang membatalkan perjanjian karena kelalaian atau
wanprestasi debitor bukan putusah" yang bersifat declaratoir melainkan putusan
yang bersifat constitutif, sehingga puitusannya tidak berbunyi : menyatakan
batalnya perjanjiar: antara penggugat dan tergugat melainkan berbunyi :
membatalkan perjanjian. Selain dua sifat keputusan yang dimiliki oleh hakim
tersebut diatas. Hakim juga mempunyai kekuasaan discretionair, artinya
kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan
beratnya akibat pembatalan perjanjian yéng mungkin menimpa si debitor.

Kalau hakim menimbang- k;lalaian debitor itu terlalu sepele, telalu kecil
atau terlalu tidak berarti, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa
kerugian yang terlaiu besar bagi debitor maka permohonan untuk T_pembat‘alan
perjanjian akan ditolak.

Pasal 1460 ditafsirkan secara sempit ditunjukkan pada perkataan barang
tertentu yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan di tunjuk oleh
pembeli dengan pengertian tidak boleh di tukar dengan barang lain. Selama
barang belum dikirimkan (dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan
dilakukan di rumah pembeli), barang itu milik pembeli yang dititipkan pada
penjual dan juga berlakunya asal 1460 di atasi lagi yaitu hanya dipakai jika yang
terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak artinya barang yang dibeli
tetapi belum dikirim musnah sama sekali apabila keadaan memaksa hanya bersifat

tidak mutlak, misaalnya ada larangan dari yang berwaj ib untuk mengekspor suatu
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barang. Sedangkan barang yang dibeli terkena larangan tersebut sehingga
tidak bisa dikirimkan kepada pembali maka akan dirasakan sangat tidak
adil apabila pembeli masih diwajibkan membayar harganya, padahal si
penjual tetap memiliki barang tersebut. .

Sanksi ke empat membayar biaya perkara apabila sampai
diperkarakan di depan hakim.

Pasal 1267 KUH perdata mengatakan :

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilik

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa

pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan
menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya,
rugai dan bunga.

Debitor yang lalai pasti akan dikalahkan kalau sampai terjadi
suatu perkara didepan hakim, oleh karena itu pada pasal 181 ayat 1 H.LR.
mengatakan bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya
perkara.

Seorang debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya
kepadanya diberikan hukuman atas kelalaian ia dapat membela diri dengan
mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari
hukuman atau pembelaan tersebut ada tiga macam yaitu:'”

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (over macht

atau force mjeur)

b. Mengajukan bahwa si berhutang (kreditur) sendiri juga lalai

(exeptio non adimpleti contraktus)

1% bid hlm 55.
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c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi (pelepasan hak).

Dengan mengajukan “pembelaan ini (keadaan memaksa)
overmacht atau force majeur debitor berusaha menunjukkan bahwa
tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal
yang sama sekali tidak dapat diduga artinya peristiwa yang timbul
diluar dugaan debitor, ada dua pasal yaitu : Pasal 1244 dan Pasal 1245
yang mengatur tentang ganti rugi yang berhubungan dengan keadaan
memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban
membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUH perdata yang berbunyi :
Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum
mengganti biaya rugi, bunga bila ia tidak membuktikan bahwa
hal tidak dilaksanakan atau tidak pada v aktu yang tepat tidak
dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal
yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, kesemuanya itupun jika itikat buruk tidak ada pada

pihaknya.

Pasal 1245 KUH perdata yang berbunyi :
Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila

karenba keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak

disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkanm atau karena hal-hal yang sama

telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dengan melihat atau membara pasal-pasal tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian

yang tidak dapat diduga, tidak disengaja dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitor.
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Exeptio nun adem pleti contractus adalah pembelaan debitor yang
dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi. Debitor mengajukan
didépan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janji setiap
perjanjian timbal balik kedua pihak harus sama-sama melakukan kewaj
iban.

Exepiio non adem pleti contractus sebagai suatu pembelaan bagi si
debitor memang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
jika pembelaan debitor yang dituduh lalai ternyata dapat membebaskan dari
pembayaran ganti rugi dalam suatu persidangan di pengadilan maka dasar
‘hukumnya adalah yurisprudensi yaitu hukum yang diciptakan oleh para
hakim.

Debitor yang dituduh lalai dari kewajiban dan harus menggantikan
kerugian yang dituntut oleh kreditur dapat mengajukan pembelaan dan
menolak pembatalan perjanjian dengan jalan pelepasan hak (Rechts

Verwerking) artinya kreditur telah melepaskan haknya untuk meuntut ganti
rugi.
E. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
Yang menjadi obyek:penclitién ini adalah:
a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia; |

b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada

perusahaan PT. Multindo Auto Finance di Kabupaten Sleman
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2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka sumber data yang

digunakan adalah sumber data skunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 42 Tahun 1999
tentang Undang-undang Jaminan Fidusia, Keppres No. 61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan ;menteri Keuangan RI. No.
448/KMK.017/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, bububuku, teks
hukum art:ikel, makalah.

c. Bahan hukum tersier yéitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun pe. ijelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya kamus.

3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
studi kep;xstakaan (library Research) dengan cara pengumpulan data yang
ada hubungannya dengan penelitian melalui perpustakaan. °
4. Teknik Analisis Data.
Data yang diperoleh disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara
kualitatif, yaitu menjelaskan sesuatu yang diperoleh dari teori untuk

memecahkan masalah yang tirnbul dalam penelitian.
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BABII
PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Asas-asas Pejanjian
1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
memberikan definisi mengenai ‘perjanjian sebagai berikut: “suétu
perjanjian adalah suatu pefbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”,

Perumusan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata
tersebut ternyata mendapatkan kritikan dari bebzrapa pakar hukum yang
menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan.

Sri dedewi Maschjoen Sofwan membe:i tanggapan terhadap
perumusan pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut:*"

Pasal 1313 mengatakan, apa yang disebut perjanjian, akan tetapi
yang disebut itu kurang lengkap, lagi pula terlalu luas. Yang dikatakan itu
hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan yang termasuk kata perbuatan
“hendeling”) juga tindakan-tindakan seperti “zackwaameming”,
“onrechtmatigedaad”, dan sebagainya, yang itu menimbulkan perutangan
karena undang-undang; kecuali jikalau kata tadi diartikan sebagai
“perbuatan hukum” (rechtshandeling) sebaliknya pasal 1313 itu juga
terlalu luas, karena mencakup pula pelangsungan perkawinan, hal
membuat janji-janji perkawinan (huwelijkvoorwaarden) dan perbuatan-
perbuatan semacam atau dalam lapangan hukum keluarga, yang
menimbulkan perjanjian juga namun istimewa sifatnya perjanjian-
perjanjian itu dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga buku
II B.W. tidak berlaku terhadapnya, setidak-tidaknya tidak berlaku secara
langsung.

% Sri Soewandi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagicn B, Seksi Hukum Perata
FH UGM, Yogyakarta, 1980, him 1. :
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Menurut R Setiawan perumusan perjanjian dalam pasal 1313 KUH
perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap
karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena
dengan dipergunakannya kata “perbuatan” tercakup pula perwakilan
sukarela dan perbutan melawan hukum. Sehingga beliau berpendapat
bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:*'

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan
yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

2. Menambah perkataan”....atau saling mengikat dirinya....”dalam pasal
1313 KUH Perdata.

Sehingga menurutnya perumusannya menjadi “perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebili mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya ter“hadap satu orang lain atau lebih”.

Dengan mengingat beberap; kelemahan pada pengertian perjanjian
yang diatur dalam pasal 1313- KUH perdata, kemudian banyak penulis
dibidang hukum yang membantu memberikan pengertian perjanjian.
“Perjajnian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.*?

Abdul kadir Muhammad mer__nberikan pengertian perjanjian sebagai

berikut: “Persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

21 R, Setiawan, Pokok-pokok perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1977, him 49.
22 R. Subekti, Hukum Perjanjian, op cit, him 1.
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i

mengikatkan diri untuk melaksanakn suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan”.23

Perjanjian menurut Sudikno qqalah “hubungar hukum antara dua
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untl.lk menimbulkan akibat
hukum”. Sudikno tidak menggunakan konseb klasik tentang perjanjian
dengan maksud satu perbuatan hukum yang bersisi dua, artinya satu
perbuatan hukum yang dilakukan dengan penawaran dan satu perbuatan
hukum yang lainnya yang dilakukan dengan penerimaan. Kalau ini yang
dimaksud oleh konsep klasik maka Sudikno ada dua perbuatan hukum
yang masing-masing berisi satu, olch karcna itu sudikno memilik
pengertian perjanjian menggunak;n konsep hubungan hukum bukan
perbuatan hukum.**

Pen sertian perjanjian terscbut terlihat bahwa dalam suatu perjanjian
terkanduﬁg beberapa unsur, yaitu:?
1. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yan saling mengikatkan diri;
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat

3. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan;

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

2 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2000, hlm 125.

4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,

2005, hlm 117. '

%5 Ibid
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2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam
pembentukan hukum positif. Pengertian asas hukum adalah sebagai
berikut:

Asas hukum atau perinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit

melainkan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi

pembentukan hukum positif . Dengan demikian asas hukum tersebut

pada umumnya tidak tertuang didalam peraturan yang konkrit, akan

tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar

belakangi pembentukanva Hal ini disebabkan sifat asas tersebut
\ adalah abstrak dan umum.”

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik
yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi- perjanjian, kekuatan
mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan
perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai
berikut:?’

1. Asas Konsensualisme
Konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya
sepakat. Asas konsensualisme berkenaan dengan saat lahirnya
perjanjian. Asas konsensualisme mengandurg arti bahwa suatu
~2-~njian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan
antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain,
perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat

mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan

formalitas tertentu.

%8 [bid, him 33.
27 Mariam Darus. B, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan
11, Alumni, Bandung, 1993, him 108.

30



Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan
pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,‘ yaitu dari perkataan ”yang dibuat
secara sah”. Perkataan ini dihubu‘rigi(an dengan ke‘tentuan pasal 1320
angka 1 KUH Perdata yaﬁg berbunyi "’sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya”. Berdasarkan pasal 1330 ayat (10 dan
dihubungkan dengan pasal 1320 angka 1 ELUH perdata dapat
disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bukan merupakan syarat untuk
terjadinya perjanjian. Berarti perjanjian itu dapat cibuat secara lisan
dan dapat pula dituangkan dalam tulisan berupa akta jika dikehendaki
sebagai alat bukti oleh para pihak.

Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, perkataan
sudah mengikat merupakan tuntutan kesusilaan sehingga apabila
seseorang ingin dihargai sebagaiv manusia harus dapat dipegang
perkataannya dan bagi hukum asas konsensualisme merupakan
tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan
dalam masyarakat.“’

Terhadap asas konsensuéiisme ada pengecualiannya, karena
ada perjanjian tertentu yang ditentukan harus dibuat secara tertulis
yang dikenal sebagai formil, misalnya:

a. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta
otentik;

b. Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis;

8 Qubekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ill, Alumni, Bandung, 1979, hlm 5.
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c. Perjanjian kerja laut harus dengan akta.

Pengecualian lainnya dapat dilihat dalam perjanjian yang baru
terjadi kalau barang yang mer'lij:édi pokok perjanjian telah diserahkan
perjanjian demikian dinamakan perjanjian riil, misalnya:

a. Perjanjian utang-piutang;
b. Perjanjian pinjam-pakai;

¢. Perjanjian Penitipan barang. -

2. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian.
Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “’semua perjanjian” dalam
rumusan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan
pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat
perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak memberikan kekebasan kepada
para pihak dalam beberapa hal, seperti:
a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjiéri;
b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia_ akan mengadakan
perjanjian;
¢. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
d. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian;
e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu

tunduk,
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Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak
seperti yang diatur dalam pasal .1337 KUH Perdata yaitu tidak dilarang
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain pembatasan dalé@ pasal 1337 KUH Perdata, asas
kebebasan berkontrak dalam pé;kémbangannya juga telah mengalami
pembatasan-pembatasan olehlhal-ha] sebagai berikut:

a. Adanya penggabungan usaha dalam berbagai badan usaha.
Sehingga disini yang merupakan pelaku ekonomi ini yang penting
hukum lagi perorangan tetapi badan usaha tersebut. Badan usaha
yang demikian akan mengakibatkan pembatasan terhadap
kebebasan perorangan

b. Penggunaan perjanjian standart di masyarakat yaitu perjanjian yang
bentuk dan sinya sudah dilakukan oleh salah satu pihak dalam
perjanjian yang secara ekonomis lebih kuat;

c. Adanya campur tangan pemerintah yang bertindak sebagai
pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih lemah
kedudukannya. Misalnya suku bunga bank ditentukan oleh
pemerintah;

d. Adanya usaha-usaha untukl-;nembatasi perjanjian-perjanjian yang
tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu perjanjian yang prestasi dan

kontraprestasinya di dalam nya tidak seimbang.
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3.

A -~c Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian  berkenaan  dengan
akibat perjanjian. Asas kekua@n'mengikatnya pefjanjian disebut juga
asas pacta sun servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan
pasall338 ayat (1) KUH perdata dan perkataan ” berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa:
a. Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat

sebagaimana mereka mentaati undang-undang.

b. Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang
dibuat oleh ara pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah,
atau mengurangi isi perjanjian.

Adanya keharusan untuk rientaati isi perjanjian, maka
perjanjian yang di buat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang
berbunyi: ”Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak; atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Adanya ketentuan di atas, maka asas ini menjamin adanya
kepastian hukum bagi para pil-mk dan jaminan kepastian hukum ini
dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian itu
kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untukl melakukan

perbuatan hukum.
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Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berkenaan dergan pelaksanaan suatu
perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3)
KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Perjanjian hafus dilaksanakan itikad
baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus
memperhatikan dan mematuhi norma kepatutan, kebiasaan, das-
undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur
dalam pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan

2

bahwa ” suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan didalan—mya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diharuskan oieh kepatuhan, kebiasaan,
atau undang-undang.

Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu
asas itikad baik dalam arti subyektif dan asas itikad baik dalam arti
obyektif. Asas itikad baik dalam arti subyektif berkenaan dengan
kejujuran yang ada pada seseorang atau pihak-pihak pada saat
diadakannya perjanjian. Sedangkan itikad taik dalam arti obyektif

berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang diadakan oleh

para pihak.

. Aoz Kepribadian

Disamping keempat asas tersebut di atas yang merupakan asas

pokok dalam perjanjian terdapéf satu asas lagi, yaitu asas kepribadian.
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Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan
pihak-pihak mana yang terkait dalam suatu pe janjian.

" Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata junto
pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH perdata menentukan
bahwa: “pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas
nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk
dirinya sendiri”.Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja
banwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak
sendiri.

Ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata tersebut diatas dipertegas
dengan pasal 1340 ayat (lj KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
“suatu  perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya”. Disini terdapat persamaan arah pengafuran, yaitu
seorang tidak dapat meletakan kewajiban-kewajiban kepada pihak
ketiga tanpa persetujuannya. Kemudian Pasal 1340 ayat (2) KUH
Perdata mengatakan bahwa: “suatu perjanjian tidak dapat membawa _
rugi kepada pihak-pihak ketiga; dan tak dapat pihak-pihak ketiga
mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal
13177,

Dengan demikian terﬁadap asas kepribadian ini ada
pengecualiannya, yaitu yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata
tentang janji untuk pihak ketiga. Dengan demikian perjanjian hanya

mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat
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membawa keuntungan maupun kerugian bagi pihak ketiga kecuali janji

untuk kepentingan pihak ketiga.

Selanjutnya pasal 1318 KU Perdata meluaskan pihak-pihak
yang terkait perjanjian yang meliputi pula parz ahli waris pihak-pihak
yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan,
bahwa: “jika seorang minta diperjanjikan gesalatll hal, maka dianggap
bahwa itu adalah untuk ahli-waris-ahli warisnya dan orang yang
memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan
atau dapat disimpulkan dari sifat perianjiannya bahwa tidak
demikianlah maksudnya”.

Pasal 1318 KUH Perdata di atas selain menyebutkan para ahli
waris, juga menyébutkan orang-orang yang memperoleh hak dan para
pihak yang mengadakan perjanjiar.. Pihak-pihak dalam pasal tersebut
dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu;

a. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak umum yaitu
mereka yang memperoleh hak dan seseorany; secara tidak terperinci
(tidak disebutkan satu-persatu) misalnya para ahli waris dan
seorang yang meninggal suami atau istri, terhadap harta kekayaan
istri atau suaminya.

b. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak khusus yaitu
mereka yang memperoleh hak dan oreng lain secara khusus
(mengenal barang tertentu) misalnya sipenukar barang, sipenerima

hibah, dan lain-lain.
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Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang timbul dari
suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris para pihak yang
mengadakan perjanjian, sedangkan mereka yang memperoleh hak
secara khusus hanya memperdlch hak-hak saja tetapi kewajibannya
tidak berpindah.

Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperan
oleh ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tidak akan

\ terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulkan dari
sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini
karena memang ada beberapa perjanjian yang bersifat sangat peribadi
sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau
berakhir apabila pihak peribadi yang diperlukan untuk melaksanaknan
perjanjian tersebut meninggal dunia., misalnya perjanjian dengan
seorang pelukis untuk membuat lukisan harus dianggap gugur apabila
pviuwis itu meninggal.

B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikarakan sah dan mengikat
apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
undang-undang. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa untuk
sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
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3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif,. Artinya
syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak yang mengadakan
perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif,
mempunyai arti penting berkenaan dengan akibat yang terjadi bila syarat-
syarat tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian. Ferjanjian yamg tidak
memenuhi syarat subyektif, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat
dibatalkan (Vemietighaar).”” Permintaan pembatalan perjanjian dapat
dilakukan oleh pihak yang cakap menurut hukum ( baik oleh orang tua
atau oleh walinya maupun orang itu sendiri apabila ia telah menjadi cakap)
dan oleh pihak yang memberi ijin atau mcnyetujui perjanjian itu secara
tidak bebas.

Pasal 1454 KUH Perdatd menentukar bahwa batas untuk
memintakan pembatalan adalah lima tahun, sedangkan pembatalan yang
diajukan selaku pembelaan atau tangkisan tidak dibatasi waktunya.

Perhitungan batas waktu tersebﬁt ditentukan sebagai berikut:

1. Karena kebelum dgwasaan, dihitung sejak hari anak tersebut menjadi
dewasa;
2. Dalam hal pengampuan, dihitung sejak hari pencabutan pengampuan;

3. Karena adanya paksaan, dihitung sejak hari paksaan itu berhenti;

2 Subekti, loc cit, Hukum Perjanjian, him 20:
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4. Karena adanya kehilafan ;tau penipuan, dihitung sejak hari
diketahianya adanya kehilafan atau penipuan;
5. Perbuatan seorang perempuan yang bersuami yang dilakukan tanpa
kuasa si suami, dihitung sejak hari pembubaran perkawinan.
6. Perbuatan Cuma-cuma si berutang yang merugikan si berpiutang,
dihitung sejak adany kesadaran akan apa yang dilakukan si berutang.
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obycktif. mengakibatkan
perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van recntswege), artinya dari
semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan.
Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata

akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu
perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata
sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat
atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling
mengatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah
perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan
kehendak pihak yang lain. P;;rmlyataan kehendak tersebut selain dapat
dinyatakan secara tegas dengan kata-kata yang dapat dilakukan dengan
perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk

mengadakan perjanjian.
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Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat
dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran
dan pernyataan kehendak untuk- melakukan permintaan. Penawaran
adalah pernyataan - kehendak yang mengandung usul untuk
mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok
perjanjian yang akan ditutup, "‘sedangkan hak dan kewajiban yang
bersifat tambaban tidak harus d--i;nélsukan dalam penawaran.”

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang melahirkan
suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada
saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk
menerima penawaran.

Namun demikian, untuk menentukan kapan saat lahirnya
kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubungan atau kontak yang
bersifat langsung, dimana para pihak langsung berhadapan muka atau
kontak melalui telpon, tidak menimbulkan masalah mengenai kapan
saat terjadinya perjanjian, karena saat diterimanya penerimaan dapat
diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan. Namun pada
komunikasi yang bersifat tidak langsung atau pada hubungan yang
menggunakan alat komunikasi yang lainnya misalnya surat, pihak
penawar tidak dapat dengan segera mengetahui tentang adanya
penerimaan penawaran. Dalaﬁ; keadaan yang demikian, orang sulit

menentukan kapan persesuaian kehendak tersebut dianggap terjadi.

3 Satrio. J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000, him 166.
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Penetapan mengenai lahirnya atau timbulnya perjanjian telah

menimbulkan beberapa teori yaitu:>'

a. Teori Pernyataan (Uitingstheorie)

b.

C.

Saat lahirnya perjanjian menurut teori ini adalah pada saat
pihak lain menyatakan akseptasinya atau pac’;a saat surat jawaban
penerimaan penawaran telah&itulis.

Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditetapkan sccar
pasti kapan perajanjian telahv lahir. Hal ini disebabkan karena
sulitnya untuk membuktikan kapan saat penulisan surat jawaban

tersebut.

Teori Pengiriman (Verzendingstheorie)

Saat lahirnya perjanjian menurut teori pengiriman adalah
saat pengiriman jaw:iban akseptasi dan tanggal cap pos dapat
dipakai sebagai patokan. Teori ini digunakan dengan pertimbangan
bahwa sejak saat surat tgrsebut dikirimkan, akseptor tidak
mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.

Teori ini mempunyai kelemahan, yaitu perjanjian telah
mengikat orang yang menawarkan pada saat ia sendiri belum

mengetahﬁi akan hal itu.

Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)
Menurut teori ini lahimya perjanjian adalah saat surat

tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga

! Ibid, him 257-261.
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mengandung kelemahan yaitu apabila surat ini tidak pernah sampai
kealamat orang yang menawarkan, misainya akseptasinya hilang
sebelum sampai ke alamat orang yang menawarkan.
. Teori Pengetahuan (Vemem Ingtheorie) |
Teori pengetahuan mengatakan bahwa saat lahirnya
. perjanjian adalah pada saat jawaban akseptas.l‘ diketahui oleh orang
yang menawarkan.

Teori ini sebenarnya sudah baik, namun juga mengandung
suatu kelemahan, yaitu adanya kemungkinan orang yang

menawarkan memperlambat lahirnya petjanjian dengan cara

membiarkan suratnya tidak dibuka.

Teori  pengetahuan yang wajar (De  Georsjectiveerde
Vememingtheorig)

Teori ini mengatakan bahwa saat terjadinya perjanjian
adalah saat si pengirim secara wajar dapat memperkirakan orang
yang dikirim surat itu sudah mengetahui :si surat tersebut. Teori
dianggap paling layak dan rasional sehingga paling banyak
pengikutnya, sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya
tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas
kemauan para pihak secara sukarela.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur sepakat itu tidak sah
apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, paksaan, atau

penipuan. Suatu perjanjian yang mengandung salah satu dari ketiga
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unsur itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu

mengandung cacat kehendak dan akibatnya suatu perjanjian

tersebut dapat dibatalhan. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian
karena adanya cacat kehendak diatur dalam pasal 1322 atau pasal

1325 atau pasal 1328 KUH Perdata.

”Kekhilafan yang terjadi harus sedemikian rupa schingga
seandainya orang itu tidak khilaf baik mengenai obyek perjanjian
maupun mengenai orang dengan siapa diadakanya perjanjian, ia
tidak akan menyetujuainya.”

Untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya
kehilafan juga harus dipenuhi dua syarat yaitu:>
a. Syarat mengetahui, yaitu bahwa pihak yang lain mengetahui

atau seharusnya mengetahui bahwa orang tersebut menutup
perjanjian justru berdasarkan sifat atan keadaan mengenai hal-
hal tersebut ia khilaf.

b. Syarat memaafkan, yaitu bahwa kekhilafan yang dialaminya
adalah kekhilafan yang secara normai juga dapat dialami oleh
orang lain.

Pasal 1324 KUH Perdata mengatur bahwa paksaan yang
dimaksud adalah paksaan yang sedemikian rupa yang
menimbulkan ketakutan kepada orang tersebut bahwa dirinya atau

kekayaannya terancam kerugian yang terang dan nyata.

32 Abdul Kadir Muhamad, op cit, hlm 91.
¥ J. Satrio, op cit, hIm 208-211.
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Pasal 1325 KUII Perdata mcnycl.’)utkan bahwa paksaan
yang dimaksud tidak hanya meliputi paksaan yang dilakukan
terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga meliputi
paksaan yang dilakukan te;hadap suami atau istri atau sanak
keluarga dalam garis keatas maupun keba;vah.

Dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena mengandung
unsur paksaan, baru dipenuhi dua syarat yang ditentukan dalam
pasal 1326 atau pasal 1327 KUH Perdata, yaitu:

a. Adanya paksaan yang disertai kekerasan, yaitu berupa tindakaﬁ
yang dibenarkan menurut hukum. -'

b. Pembatalan perjanjian diajukan sebcivm lampaunya waktu
yang ditentukan

Dapat dibalalkant;:§;1 suatu perjanjian karcna adanya
penipuan harus mengandung unsur tipv muslihat oleh salah satu
pihak dan harus dibuktikan seperti yang diatur dalam pasal 1328
KUH Perdata.

Dalam perkembaﬁgannya bentuic atau faktor penyebab
cacat kehendak yang baru yang lazim disebut penyalahgunaan
keadaan (Misbruik Van Omstandigheden atau Undue Influences).

Penyalahgunaan kca;daan ini terjacli apabila salah satu pihak
dalam suatu perjanjian berdasarkan keunggulam dibidang ekonomi

atau status sosialnya melakukan tekanan kepada pihak lain
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sedemikian rupa sehingga pihak lain terpaksa mengadakan
perjanjian yang merugikantatau memberatkan dirinya.”*
Yurisprudensi Bc-l;m-da yang berkaitan dengan penerapan
ajaran penyalahgunaaﬁ keadaan misalnya Arrest HR 11 januari
yang dikenal dengal Arrest Bovag II. Sedangkan penelapan ajaran
penyalahgunaan keadaan :dalam praktek peradilan di Indonesia
dapat dilihat melalui dua putusan kasasi yaitu Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dan
Putusan Mahkamah Agung‘ Nomor 1904 K/Sip 1982 tanggal 28
Januari 1984.
Ada beberapa faktor yang menjadi cirli penyalahgunaan -
keadaan, yaitu:>’
a. Pad: waktu menutup perjanjian, salak satu pihak ada dalam
keadaan terjepit,
b. Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang mendesak,
c. Karena hubungan atasan- bawahan; keunggulan ekonomis pada
salah satu pihak; huBﬁ‘ngan majikan buruh; orang tua / wali-
anak belum dewasa.
d. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan

pertolongan dokter ahli.

% Ridwan Khairandy, ltikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan ke [1, Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hira 20.
%3 J. Satrio.op cit, him 231-232.
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¢. Perjanjian tersebut mengandung huburgan yang timpang dalam
kewajiban timbal-balik antara pihak (prestasi yang tidak
seimbang); pembebasan majikan dan rg:siko dan menggesernya
menjadi tanggungan si buruh.
f. Kerugian yang sangat besar bagi salah sat:1 pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian -

Menurut pasal 1329 KUH Perdata ”set—iap orang adalah cakap
untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak
dinyatakan tak cakap”. Namun, KUH Perdata tidak menentukan
ketentuan mengenai orang .yang cakap membuat perjanjian.
Selanjutnya pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap
untuk membuat perjanjian adalah:

a. Orang-orang yang belum dcwasa

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

c. Orang perempuan dalam hal-hal tertenfu yang ditetapkan oleh
undang-undang.

Karena KUH Perdata tidak menyebutkan ketentvan mengenai
kecakapan, maka dilakukan penafsiran contrak terhadap pasal 1330
KUH Perdata yang mengatur l%éhgenai ketidakcakapan. Argument Um
a contra rio ini merupakan cara penafsiran antara peristiwa konkret
yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal 330. KUH Perdata, maka seseorang

dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 atau sudah kawin.
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Kemudian pasal 433 menentukan bahwa mereka yang harus ditaruh di
bawah pengampunan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu
(lemah akal), mata gelap, dan boros. Baik orang yang belum dewasa
maupun yang ditaruh dibawah pengampunan apabila melakukan
perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereke.

Ketentuan mengenai séscorang perernpuan yang bersuami atau
istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari
suaminya dinyatakan sudah tiﬂdak berlaku bagi dengan berlakunya
undang-undang No 1 Tahun 19,71_1 tantang perkawinan, yaitu pasal 31
ayat (1) yang menyatakan: ’fHak dan kedudukan istri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tanggga dan
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Kemudian ayat (2)
menyatakan:  “Masing-masing  pihak  berhak untuk  melakukan
perbuatan hu.kum”. Kedua pasal itu menunjukan bahwa seseorang

perempuan yang sudah bersuami juga cakap menurut hukum.

. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian
harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian,
yaitu mengenai obyak perjaﬁjian. Pasal 1333 KUH Perdata
menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal
harus ditentukan jenisnya.

Pasal 1332 atau pasal KUH Perdata meﬁentukan bahwa barang

yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang
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dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di

kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian, barang yang baru

akan ada dikemudian hari dapat b<;'rupa:36

a. Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupaka obyek
perjanjian sama sekali belum ada (obyek belum ada) pada saat
tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian;

b. Obyek: perjanjian relatif bé€lum ada tetapi telum menjadi milik
pihak yang berjanji (subyek belum ada).”’

Barang-barang warisan yang belum terbuka tidak termasuk
dalam pengertian barang-barang ‘yang baru akan ada, karena terhadap
warisan yang belum terbuka tidak diperkenankan untuk dijadikan
obyek suatu perjanjian. Akibat tidak terpenuhinya syarat > suatu hal

tertentu” perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ke empat adalah sebab
yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab
dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi
atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dkarenakan undang-undang tidak
memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian,

yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

3 Satrio j, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT. Citra Aditya bakti,
Bandung, 1992, hlim 297.
*7 Ibid, him 297.

49



Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa: ’Suatu perjanjian
tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai ketentuan hukum”. Perjanjian tanp‘a sebab apabila tujuan
yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya berjanjian tidak akan
tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh
para pihak untuk menghubungi scbab yang sebenarnya.’

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah

\ terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan
kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual-beli
narkotika atau perjanjian untuk membunuh orang.

Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal
mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya ™~
Sebagaimana dikelahui bahwa tujuan yang diharapkan oleh pihak
yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya' prestasi. Menurut pasal
1234 KUH Perdata, prestasi dapat I;erupa:
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut

hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. Perkataan wanprestasi

berasal dari bahasa Belanda “Wanprestasi” yang berarti prestasi yang

3 R, Setiawan, op.cit, hlm 63.
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buruk. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak
terpenuhinya kewajiban leh debitor yang telah diperjanjikan sebelumnya
karena kesalahannnya. Kesalahan -yang dilakukan tersebut dapat berupa
kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada keséngajaan yaitu apabila
akibat perbuatannya memang diketahui dan dikehendakinya. Dikatakan
ada kelalaian apabila pihak yang melakukan hanys mengetahui-adanya
kemungkinan' bahwa akibatnya akan terjadi. Wanprestasi dapat berupa;&

\ 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang

diperjanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Persoalan kapan seorang debitor dikatakan wanprestesi bukan
persoalan yang mudah, karena A;lam suatu perjanjian seringkali tidak
ditentukan dengan jelas kapan seorang itu diwajibkan untuk memenuhi
prestasinya.

Dalam perjanjian yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau
memberikan sesuatu, apabila seseorang melakukan wanprestasi, terhadap
orang tersebut sebelumnya harus diperingatkan atau mendapat teguran
terleih dahulu. Cara memperingatkan seorang debitor agar jika ia tidak
memenuhi tegufan tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi diatur

dalam pasal 1238 KUH Perdata ydng menentukan bahwa siberutang

*® Subekti loc cit, Hukum: Perjanjian, him 45.
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adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau ini perikatannya sendiri, ialah jika ia
menetapkan, bahwa si berutang harus diangggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan..

Berdasarkan rumusan pasal ini dapat disimpulkan untuk dapat
berupa berbuat sesuatu atau memberikan sesu:lltu, seseorang  dapat
dikatakan wanprestasi apabila sudah diperingatkan dengan tegas baik
dengan surat perintah atau dengan akta sejenis apabila tidak ditentukan
batas waktunya dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam
perjanjian. Dengan kata lain, seseorang debitor dinyatakan wanprestasi
apabila sudah ada somasi (/n Gel)reke Steling).

Somasi merupakan pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur
kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki
pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang
ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Pasal 1238 KUH Perdata
menunjukan bahwa ada tiga bentuk somasi, yaitu:

1. Surat perintah
2. Akta Sejenis
3. Tersimpul dalam perserikatan itu sendiri

Wanprestasi yang digugat c-l-:il;-).c.angadilan dapat dimungkinkan tanpa
didahului dengan somasi yaitu .apabila kita lihat dalam surat edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun- 1963 tentang anjuran kepada seluruh

hakim di Indonesia agar tidak memberlakukan beberapa pasal dalam KUH
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Perdata termasuk pasal 1238, karena dengan ditcrimanya salinan gugat

oleh debitor dianggap sudah ada somasi.

Dalam hal tertentu somasi:tidak diperlukan, yaitu dalam hal:

1. Adanya ketentuan batas waktu dalam perjarjian (Fataual Termijn)

2. Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, karena
seseorang dikatakan wanprestasi apabila melakukan sesuatu yang tidak
diperbolehkan dalam perjanjian;'

3. Debitor mengakui dirinya wanprestasi.

Terhadap seorang debitor yang melakukan wanprestasi dapat
dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;

2. Pemutusan perjanjian;

" 3. Pemenuhan perjanjian;
4. Peralihan resiko;
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.
Kelima sanksi itu akan diuraikan satu demi satu dibawah ini:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
Wujud kerugian dapat berupa biaya, Kerugian, dan bunga.

Yang dimaksud dengan biaya adalah: “segala pengeluaran atau
perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak”.*
Yang dimaksud dengan rugi adalah: ” kerugian karena kerusakan

barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian

“° Ibid, him 47.
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debitor”.”" Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah: ”kerugian
yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau

> 4L

dihitung oleh kreditur”.
Membatasi tindakan kreditur dalar menuntut ganti rugi yang

terlalu tingga maka undang-undang memberi batasan tentang ganti rugi

yang diatur dalam pasal 1247, 1248, 1250 ayat (1), dan pasal 1250 ayat

(3) KUH Perdata

Pasal 1247 KUH Perdata mer;entukan:

rtang nanya aiwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga
yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu
perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian
itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.
Selanjutnya dalam pasal 1240 KUI1 Perdata yang menentukan:
Bahkan jika hal tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, bunga,
sekedar mengenal kerugian yang dideritakan si berpiutang dan
keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang
merupakan akibat langsung dan tak dipenuhinya perikatan.
Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut hanya meliputi
kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan akibat langsung dari
wanprestasi.

Berkaitan dengan hal ini, ada dua pendapat atau teori

tentang sebab akibat, yaitu:

1 Ibid,
2 Ibid,
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a. Conditio Sine Qua non (Von Buri)
Mcenyatakan bahwa peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B3 tidak

akan terjadi apabila tidak ada peristiwa A

b. Adequate Veroozaking (Von Kries)
Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dan peristiwa B
dengan syarat peristiwa A menurut pengalaman dapt diduga akan
menimbulkan akibat yang merupakan peristiwa B.

Teori Adequate Veroorzaking lebit: lazim digunakan dalam
praktek hukum dibandingkan teori Conditio Sine Qua Non karena teori
ini lebih mendekati keadilan dan pelaku hanya bertanggungjawab atas
kerugian yang merupakan akibat langsung dan perbuatan.

Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata menycbutkan bahwa
terhadap pihak yang terlambat melakukan prestasi pada perikatan yang
berwujud pembayaran sejumlah uang dapat dihitung sejak
dmasukkannya surat gugatan ke pengadilan, bunga yang dibayar ini
dinamakan bunga moratoir. Biinga moratoir adalah: bunga yang harus
dibayar (sebagi hukuman) karena debitor itu alpa atau lalai membayar
utangnya”. Dalam undang-undang yang dimuat dalam lembar Negara
Tahun 848 No. 22, bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi
enam persen per tahun.

Menghindari tuntutan kreditur dengan menyatakan debitor
lalai, debitor dapat membela dirinya dengan mengajukan alasan

sebagai berikut:
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a. Mengajukan alasan dasér adanya keadaan memaksa (Overmacht);
b. Bahwa kreditur sendiri telah lalai;
c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi.
2. Pemutusan Perjanjian
Pemutusan perjanjian tidak diatur calam bab tersendiri.
Melainkan diselipkan_ dalam bab atau bagian bersyarat yaitu pada
Bagian V Bab I Buku IlI KUH Perdata, yaitu pasal 126, 1266, 1267
KUH Perdata. Hal yang disebabkan karena pembentuk undang-undang
mendasarkan anggapan bahwa édanya wanprestasi merupakan syarat
putusnya perjanjian, wanprestasi sebagai dasa- putusnya perjanjian
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Harus ada wanprestasi dari debitor
b. Perjanjian harus perjanjian timbal balik
c. Pemutusan perjanjian harus berdasarkan putusan pengadilan
Meskipun syaratnya bqtalnya perjanjian karena wanprestasi
telah dibatalkan dalam perjanjian, dalam hal putusnya perjanjian tetap
dibutuhkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1266 ayat (2)
KUH Perdata. Apabila perjanjian diputus maka kedua belah pihak
dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan dan ini
berlaku surat sampai detik dilahirkannya perjanjian, sehinggga apa

yang diterima pihak yang satu dikembalikan pada pihak yang lain.
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3. Pemcnuhan Perjanjian
Pemenuhan perjanjian sebagai sanksi ada beberapa
kemungkinan, yaitu:

a. Kreditur dapat menjual benda yang dijadikan jaminan sclbagai
pengganti prestasi yang tidak dipenuhi debitor yang wanprestasi
tanpa harus melalui putusan hakim, karena sejak semula sudah
disetujui debitor. Pelaksanaan pemenuhan -prestasi ini disebut
dengan eksekusi langsung.

b. . Kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya
baik dilakukan senbiri maupun dengan menyuruh orang lain
dengan biaya yang harus ditangggung oleh debitor setelah
mendapat putusan hakim. Pelaksanaan pemenuhan prestasi ini

disebut eksekusi nyata.

4. Peralihan Risiko
Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika
terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak , yang menimpa
obyek perjanjian”.*
Definisi di atas menunjukan bahwa resiko berpokok
pangkal dari suatu -penistriwa.: di luar kesaiahan salah satu pihak.
- ‘Peristiwa ini sering disebut déﬁéan keadaan memaksa atau overmacht.

Berkaitan dengan wanprestasi, apabila terjadi overmacht, risiko

tersebut akan dialihkan.

3 Ibid him 52.
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5. Mcmbayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.
Mengenai pembayaran ongkos perlara dapat disimpulkan
dari pasal 181 HIR yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan
diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Debitor yang lalai apabila
diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian dikalahkan, tentu sebagai

pihak yang kalah debitor harus membayar biaya perkara.

D. Pengertian, sifat dan Pembagian Jamingh
1. Pengertian Jaminan

Dalam peraturan-peraturan yang ada tentarig jaminan, tidak ada
pengertian mengenai jaminan. Meskipun undang-undang tidak memberi
penjelasan tentang pengertian jaminan, dalam KUH Perdata pasal 1131
daﬁ pasal 1132 disebutkan mengenaijaminan ini. Pasal 1131 KUH Perdata
menyebutkan: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.

Dari uraian pasal 1131 tc'rsebut berarti bahwa semua harta
kekayaan si berutang dijadikan jaminan bagi semua kewajiban yaitu semua
hutangnya. Harta kekayaan si berutang itu meliputi:

a. Benda bergerak dan tidak bergerak
b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian buat.
c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dibuat.
Pengertian ini menunjukan bahwa dalam diri debitor terdapat unsur

schuld dan haftung. Schuld (hutang) arfinya kewajiban untuk
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melaksanakan prestasi sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa prestasi
yang diperjanjikan benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan,
sedangkan haftung berarti jaminan bahwa hutangnya akan dapat dibayar
oleh si berhutang.

Menurut pasal 132 yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya;
pendapatan pcnjualém. Benda-benda itu  dibagi-bagi menurut
keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
Kecuali apabila diantara para berpiutang itu kreditut yang bersifat umum
atau ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 ini berlaku apabila kreditunya terdiri dari beberapa
orang atau lebih dan satu. Adanya pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata
ini merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum
atau jaminan yang berbersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi
jaminan adalah semua harta benda debitor.

Selain jaminan yang bersifat umum, ada jaminan yang bersifat
khusus yang adanya harus diperjanjikan terlebuh dahulu oleh para pihak.
Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat
perorangan dan kebendaan, seperti yang telah diuraikan dimuka.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa uang dimaksud dengan
jaminan adalah sesuatu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi
kreditur bahwa piutangnya pada suatu jangka waktu tertentu akan dilunasi

oleh debitor.
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Jaminan adalah sesuatau yang diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.** Tujuan
adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur
bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitcr.

Oleh karena lembaga jaminan itu mempunj’ai tugas melancarkan

<«.dan mengamankan pemberian kredit, maka diperlukan jaminan yang baik
\ pula. Jaminan yang baik itu adalah.
a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu pihak yang
memerlukan.
b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) s' pencari kredit, untuk
melakukan (meneruskan) usahaﬂnya.
c. Memberikan kepastian kepada _sipemberi kredit dalam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu
dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya di penerima

(pengambil) kredit.*®

2. Sifat Perjanjiaﬁ Jaminan
Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang selalu berkaital;
dengan perjanjian pokok yang biasanya merupakan perjanjian kredit.
Perjanjian ini dikonstruksikan seBégai perjanjian yang bersifat accesoir

atau sebagai perjanjian yang selalu menyertai pe:janjian pokok. Oleh

* Hartono Hadisoeprapto, op cit, hlm 50.
** R Subekti , Jaminan ..., hlm.79.
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karcna itu adanya dan hapusnya perjanjian jaminan ini tergantung pada
perjanjian pokoknya.
Dengan adanya kedudukan accesoir terscbut maka akibat
hukumnya adalah perjanjian jaminan mempunyai ciri-ciri:
a. lLahirnya tergantung adanya pcrjanjian pokok.
b. Berakhirnya tergantung perjanjian pokok.
c. Apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian accsesoirnya ikut
batal.
d. Perjanjian accsesoir peralihannya mengikuti perjanjian pokoknya.
Bentuk perjanjian kredit ini ada yang harus dengan akta otentik
ada pula yang cukup dengan akta dibawah tangan tergantung kesepakatan
para pihak. Misalnya untuk jaminan gadai, penjaminan atas barang
jaminan itu bisa lues, maksudnya bahwa perjanjian jmﬁinannya dapat
dibuat dengan cara tertulis dengan akta otentik ataupun akta dibawah
tangan. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia dimana perjanjian atas
barang itu harus dengan akta notariil dan untuk jaminan hipotek harus
disahkan oleh syah bandar. Oleh karena perjanjian jaminan ini selalu
mengikuti perjanjian pokoknya maka ada yang digabungkan dengan
perjanjian pokok dengan alasan efisiensi tenaga, waktu dan biaya, dan ada
pula yang dibuat secara khusuh dcngan akta notariil terpisah dengan

perjanjian pokoknya.
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Lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat
digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya, maupun

“4uU

kewenan‘gan menguasainya. Dil?awah ini akan diterangkan mengenai

keempat golongan-golongan itu.

a. Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jam:inan yang lahir karena
perjanjian.

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan
yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian
dari para pihak. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan
ketentuan yang menunjukanjamihan oleh undang-undéng, karena telah
ada rincian mengenai benda-benda yang  d'jadikan jaminan olch
debitor terhadap hutangnya.

Jaminan yang lahir karena undang-undang dapat dibedakan
menjadi dua kedudukan kreditur yaitu:

1. Kreditur konkuren adalah kreditur yang kedudukannya sama,
berhak dan tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan
piutangnya.

2. Kreditur Preferen adalah kreditur pemegang jaminan tertentu yang
didahulukan pemenhannya dan kreditur lainnya.

Berdasar pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata dapat

dilihat adanya kreditur privilege. Dengan adanya hak privilege dalam

“ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op cit, Hukum Jaminan di Indonesia..., him 43.
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diri kreditur akan membecrikan rasa aman pada kreditur, meskipun
tidak ada jaminan kalau piutngnya pasti dikembalikan semuanya.

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang
untuk adanya atau lahirnya karena perjanjian para pihak.- Jadi harus
ditentukan oleh para pihak melalui perjanjian, tanpa diperjanjikan
maka tidak akan secara otomatis mcemberi jaminan kepada kreditur.
Jaminan jenis ini contohnya perjanjian garansi, jaminan fidusia.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari undang-
undang, tanpa ada perjanjian antara para pihak. Merupakan jaminan
yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut
semua kekayaan debitor. Benda jaminan tidak ditunjuk secara khusus
bagi tiap krediturnya. Ketentual Pasal 1131 KUH Perdata ini, bersifat
sangat umum sehingga memberikan kedudukan yang sama bagi semua
kreditur dan tidak ada yang mendahulukan.

Jaminan khusus adalah jaminan terhadap benda-benda tertentu
yang ditunjuk secara khusus yang hanya berlaku terhadap kreditur
tertentu. Timbul karena adanya perjanjian khiisus antara kreditur dan
debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun
perorangan. Jaminan seperti ini memberikan kedudukan yang istimewa
bagi kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya.

c. Jaminan Yang Bersifat Kebendaan dan yang Bersifat Perorangan
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Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa
hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahanka‘n dari siapapun
juga, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperzlihkan.

Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai sifat asas
prioriet yaitu asas bahwa hak kebendaan yang lebih dahulu ada lebih
diutamakan dari pada hak kcbcnédaan yang terjadi kemudian.

Jaminan yang bersiﬂ;t -perorangan adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan Iaﬁgsung pada orang tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap debitor tertentu teraadap harta kekayaan
debitor seumumnya.

Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai sifat asas
kesamaan yaitu bahwa tidak ada perbedaan rnana piutang yang lebih
dulu ada dengan piutang yang terjadi kemwudian, sehingga semua
kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan
debitor.

. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak

Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan yang obyeknya
berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
Menurut sistem hukum perdata penggolongan atas benda bergerak
dibedakan menjadi dua:

1) Benda bergerak karena.‘- :lsifatnya, yaitu benda yang dapat

dipindahkan, misal meja, kursi, dan benda-benda lain yang
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ditentukan merupakan benda bergerak misalnya ternak (Pasal509
KUH Perdata).

2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang hak-hak
atas benda  berperak misul. hak  memungut  hasil atas benda
bergerak, hak pemakaian atas benda Dbergerak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 511 KUH Perdata.

Jaminan atas benda..'tak bergerak adalah jaminan yang
obyeknya merupakan benda ték bergerak. Menurut hukum Perdata
benda tak bergerak ini digolongkan menjadi tiga :

a) Benda tak bergerak menurut sifatnya, misal rumah, pohon.

b) Benda tak bergerak karena tujuan, misal benda yang tujuannya
tidak dipindahkan misal mesin pabrik.

c) Ketentuan Undang-undang

Arti pentingnya pembedaan atas benda bergerak dan tidak
bergerak adalah dalam hal yang berhubungan dengan penyerahan,
daluarsa, kedudukan berkuasa dan pembebanan ini penting untuk
menentukan jenis lembaga jaminan yang akan digunakan.

Jaminan dengan menguasi bend—anya dan tanpa menguasai bendanya

jaminan dengan menguasai bendanya adalah jaminan dengan

penyerahan secara nyata terhadap benda yang dijadikan jaminan.

Benda jaminan tersebut berada pada pihak kreditur, yang akan

dikembalikan kepada debitor setelah piutangnya dibayar. Lembaga
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jaminan yang digunakan adalah ;;,adai serta hak retensi. Jaminan yang
seperti ini akan memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur.

f. Jaminan tanpa menguasai bendanya adala jaminan dengan
penyerahan secara kepercayaan terhadap hak kepemilikan suatu benda
yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini jaminan tetap berada pada pihak
debitor, sehingga kedudukan kreditur lemah karena tidak menguasai

benda jaminan. Lembaga jaminan yang digunaksan adalah fidusia.

\
E. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia =~

Fidusia merupakan istilah yang sudah lan:a dikenal dalam bahasa
Indunesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu
Undang-undang No 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia.
Dengan demikian istilah ”ﬁdusia"';‘ r-ncrupakan istilah resmi dalam dunia
hukum Indonesia walaupun kadang untuk fidusia ini disebut dengan istilah
”Penyerahan hak milik secara kepercayaan”

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata fides yang berarti
"kepercayaaan”, memang hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia
dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang
berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur
penerima fidusia mau mengembaﬁ.kan hak milik yang telah diserahkan

kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Debitor penerima fidusia

juga percaya bahwa debitor pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan
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barang jaminan yang berada dalam kekuasaanrya dan mau memelihara
barang tersebut selaku Bapak rumah yang baik.™

Pada dasarnya konstruksi hukum lembaga fidusia sudah sangat tua
dan dikenal serta dipergunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Dalam
hukum Romawi lembaga jamina‘n_ ini dikenal dergan nama Fidusiare
Cum Contracte artinya, isi janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur.
Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditur adalah bahwa debitor
akan mengalihkan kepemilikan akan suatu benda kepada kreditur sebagai
jaminan untuk utangnya dengan.  kesepakatan bahwa kreditur akan
mengalihkan kembali, kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utang
sudah dibayar lunas.

Penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) mula-mula
dianggap sebagi gadai gelép, teébi karena kebutuhan masyarakat yang
begitu mendesak akan adanya jaminan barang beréerak yang tetap
dikuasai debitor, yang antara lain barang tersebut penting bagi kegiatan
usaha debitor maka akhiranya fidusia diakui dan diperbolehkan oleh
hukum.

Fidusia mulai diakui secara resmi oleh nukum pada tahun 1929,
yaitu dengan dikeluarkannya yurisprudensi di Belanda Jewat putusan
pertamanya tentang fidusia (FFidusiare Eigendorns Overdrach) dalam
Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama

“Bierbrouwerij Arrest”.

7 Oey I loey Tiong, op cit, him 21.
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Adapun kasus dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut:
Perusahaan N Heiken Boer Brouverij mempunyai tagihan sebesar 6000
gulden terhadap rumah makan milik bos, sebagai jaminan kembali
pembayaran hutangnya, antara mcbreka diadakan jual beli inventaris rumah
makan milik bos dan setelah itu bosnya hanya sebagai “peminjam pakai”
belaka dari inventaris tersebut. Kemudian sewaktu bos pailit kurator
kepailitan menolak untuk menyerahkan inventaris kepada Jeiken Boie
Brouwetij. Akhirnya sengketa itu sampai pada HR yang akhirnya
memutuskan bahwa perjanjian jaminan antara bos dan Heineken yang
berupa perjanjian penyeraha hak milik secara kepercayaan sebagai
jaminan pinjamannya merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan
tersebut akhimya diperintahkan utuk menyerahkan inventaris rumah
makan milik bos kepada Heineken. .

Dengan keputusan Hoge Road ini maka lahirlah bentuk jaminan
kebendaan yang baru disamping gadai dan Hypotek. Yurisprudensi ini
menerobos sistem hukum benda yéng pada asasaya bersifat tertutup.

Di Indonesia lembaga jallnni-nan fidusia pertama kali diakui oleh
yurisprudensi Indonesia padé tanggal 18 Agustus 1932 yaitu dengan
keluarnya keputusan Hooggerechschop (HGH) dalam kasus Bataafche
Petroleum Maatschappi (BPM) melawan Pedro Clignet.

Kasusnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak sebagai berikut:
a. Pihak pertama adalah pemilik sebuah mobil yang diperolehnya karena

penyerahan hak milik sebagat jaminan hutang dari pihak kedua.
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Mobil itu dikuasai olch pihak ke dua berdasarkan atas perjanjian
pinjam pakai dari pihak pertama.

Pihak kedua diwajibkan mempertanggungjawabkan mobil tersebut.
Mobil itu diserahkan pihak kedua kepada pihik pertama pada saat
perjanjian pinjam pakai berakhir.

Kemudian ternyata kedua belah pihak memeauhi kewajibannya untuk
merawat mobil, demikian juga pihak kedua tidak memenuhi
kewajibannya membayar hutaﬁg, sehingga pihak pertama menggugat
pihak kedua untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai itu dan
menyerahkan mobil kepada pihak pertama. Pihak kedua menolak
menyerahkan itu dengan alasan bahwa pihal: pertama bukan pemilik
mobil itu, perjanjian penyerahan hak milik kepada pihak pertama oleh
pihak kedua hakekatnya merupakan perjanjian gadai. Karena mobil
sebagai benda gadai dibiarkan dalam penguasaan pihak kedua, maka
menurut pihak kedua perjanjian gadai dan mobil itu tetap miliknya.

Hoogerecht Shof tidak sependapat dengan pendirian pihak kedua

akan tetapi menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas

barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada si berpiutang

adaian »ah.

Kedua Yurisprudensi di atas dijadikan acuan bagi masyarakat yang

menggunakan lembaga jaminan_m fidusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya sampai kemudian lahirlah undang-uncdang yang mengatur

tentang jaminan fidusia.
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Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tersendiri yang
mengatur mengenai fidusia, di Indonesia pengertian lembaga jaminan ini
telah disebutkan dalam peraturan perundangan misalnya dalam Undang-
Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun {(UURS). Dalam Pasal
1 angka 8 UU Rumah Susun dis_ebutkan bahwa fidusia adalah hak jaminan
yang berupa penyerahan hak atas benda berdasaikan kepercayaan yang
disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.

Setelah sekian lama dikembangkan oleh Yurisprudensi akhitnya
jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang khusus tentang fidusia,
yaitu undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau
lebih dikenal dengan UU Fidusia. Pengertian fidusia dalam UU Fidusia
tersebut diatur dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: Jaminan
fidusia adalah hak jaminan atas benda bergeral: baik yang berwujud
maupun tak berwujud dan benda tidak bergerak khussnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
utang tertentu, yang memberika_nd kedudukan yang diutamakan kepada

penerima Fidusia terhadap kreditur lain.

2. Sifat jaminan Fidusia
a. Sifat Accesoir Jaminan Fidusia
Sebagaiman perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti

perjanjian gadai, hak tanggungan atau hipotik, maka perjanjian fidusia
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juga merupakan suatu perjanjian yang bersizt accesoir. Maksudnya
bahwa perjanjian fidusia tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi
mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya.
Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok dapat berupa
perjanjian hutang-piutang, perjanjian  kredit atau perjanjian
pembiayaan konsumen.

Mengenai sifat dari fidusia ini ada perbedaan pendapat
mengenai sifat accesoir tersebut. Perjanjian fidusia adalah bersifat
accesoir, adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya
perjanjian pinjam-meminjam pada bank. Didalam praktek perbankkan
perjanjian fidusia dianggap sebagai tambahan jaminan pokok manakala
jaminan pokok dianggap tidak memenuhi.”® perjanjian pokok tidak
sah, atau karcna scbab

Sementara itu pihak yang menyangkal sifat accesoir dan
fidusia mengemukakan bahW‘aﬂ istilah accsesoir tidak dikenal dalam
undang-undang dan tidak ada uraian yang jelas serta tidak mempunyai
pengertian yang tetap. Disamping itu, pendapat yang mcnyangkal sifat
accesoir melandaskan pada pendapat yang apriori bahwa hak milik
tidak dapat bersifat accesoir.

Namun sifat accsesoir dari jaminan fidusia ini lebih lanjut

ditegaskan dalam Uundang-Undang fidusia menegaskan secara jelas

3 Sri Soedewi M. Sofwan, op cit, beberapa Masalah Pelaksanaan..., him 135,
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bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan bagi para pihak
untuk memenuhi suatu prestasi™.

Akibat dari sifat ikutan jaminan Adusia adalah bahwa jika
perjanjian pokok tidak sah, atau karena <ebab apapun hilang
berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum
perjanjian fidusia sebagai perjanjian ikutan juga ikut menjadi batal.

b. Sifat Mendahulu dalam Jaminan Fidusia &

Sama halnya dengan perjanjian jaminan atas kebendaan
lainnya seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, maka fidusia juga
menurud prinsip mendahutu.

Pasal 26 Undang-Undang fidusia menyebutkan bahwa prinsip
ini berlaku sejak tanggal p_endaﬂaran pada kantor pendaftaran fidusia
schinggga berlaku adagium first regestered, first secured.

Hak mendahulu itu merupakan hak menerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahuli
dari kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apabila pemberian fidusia
dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak mendzhului dari penerima
fidusia tidak hapus karena obyek jaminan fidusia tidak hapus karena
obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam budel pailit.

F. Objek Jaminan Fidusia :
Sejak resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi di

[ndonesia pada tanggal 18 Agustus 1932 yaitu dalam kasus BPM melawan

Pedro Clignet Fidusia di Indonesia terus saja berkembang. Yurisprudensi
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memegang peranan dalam mengembangkan lembaga fidusia tni khususnya
mengenai obyek fidusia.

Setelah putuan BPM tersebut, Makkamah Agung telah
memberikan beberapa putusan yang berkaitan dongan obyek fidusia.
Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Ajzung No: 372 k/sip/1970
tanggal 1 September 1971 yang menetapkan bakwa: Penyerahan hak milik
sebagai jaminan fidusia hanya sah mengenai barang-barang bergerak saja.
Jika ia mengacu pada putusan Mahkamah Agung i1i, maka barang-barang
tak bererak yang dijadikan jaminan fidusia dianggap tidak sah. Akan
tetapai pendapat Mahkamah Agung tersebut tidak bertahan lama yaitu
dengan dikeluarkan putusan Mahkamah agung No:689/K/1973 tanggal 13 _
Oktober 1973. Dalam putusan "tersebut Mahkamah Agung merubah
pendapatnya yaitu memperbolehkan membebani benda tetap atau tak
bergerak dengan fidusia asal ada persetujuan dari para pihak.

Dalam perkembangannya ternyata pengaturan fidusia khususnya
mengenai obyek fidusia tidak hanya dikembangkan oleh yurisprudensi.
Suatu terobosan yang dapat kita jadikan acuan adalah dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
yang didalamnya ditentukan bahwa Rumah Susun berikut tanah tempat
bangunan berdiri serta benda lainnya yang merupakan suatu kesatuan
dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan fidusia, jika
tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah negara. Akan tetapi pengaturan

fidusia dalam Undang-undang tersebut masih dangkal, samar dan
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obyeknya masih sangat terbatas yaitu terbatas aias rumah susun saja.
Disamping itu, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tangggungan
maka pembebanan fidusia atas hak pakai atas tanah negara menjadi tidak
berlaku lagi.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang yang khusus mengatur
mengenai fidusia yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pengaturan
mengenai obyek fidusia menjadi lebih jelas. Pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal
3 UU fidusia mengatur bahwa yang dapat menjad: obyek jaminan fidusia
adalah benda yang dapat dimilki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik
benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar, bergerak maupun
tak bergaerak dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dibebani dengan
hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotes sebagaimana dalar pasal

314 ayat 3 KHUD dan pasal 1162 KUH Perdata.

Selanjutnya Undang—Undang fidusia mengatur bahwa selain benda
Yaung oudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang
diperoleh kemudian dapat dibebuni dengan jaminan fidusia atas benda
yang diperoleh kemudian ak'é'-n' sangat membantu dan menunjang
pembiayaan pengadaan persediaan bahan baku, bahan penolong atau
bahan jadi.

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek fidusia
Undang-Undang fidusia mengatur benda/jaminan fidusia meliputi hal

tersebut. Demikian juga mengenai klaim asuransi sehinggga klaim
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asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia bilamana benda tersebut musnabh.

G. Eksekust Jaminan Fidusia
Pada saat konsumen mulai  terlambal  dalam membayar

angsurannya, maka perusahaan_harus rajin dalam mengingatkan agar
segera membayar angsurannyé yang belum dibayar. Apabial setelah
melalui peringatan-peringatan tetap tidak membayar maka perusahaan
akan mengambil kendaran itu untuk disita. dalam penyitaan itu konsumen
masih diberi kesempatan olet{ perusahan untuk membayar seluruh
hutangnya yang belum terbayar. Apabila tidak dilakukan oleh konsumen
perusahaan akan melakukan penjualan terhadap keadaraan yang disita itu.
Sehubung dengan eksekuéi fidusia ini, Undang-Undang fidusia
memberikan beberapa alternatif dalam proses eksekusi jaminan fidusia
yaitu:
a. Melalui suatu penetapan pengadilan atas akta jaminan, fidusia yang
tclah mempunyai titel cksckutérial.

Akta jaminan yang telah mempunyai titel eksekutorial dapat
dimintakan flat kepada ketua pengadilan untuk proses eksekusi lebih
lanjut. Dengan diperolehnya flat dari ketua pengadilan berarti telah
mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan kreditur dapat
mengeksekusi jaminan fidusia itu tanpa melaiui proses peradilan.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan
bahwa dalam s¢rtiﬁkatjaminan fidusia dicaniumkan kata-kata "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

75



ESA”, scdang ayat (2) menyatakan bahwa scrtifikat jaminan fidusia
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melalui hak menjual didepan pelelangan umum yang dimiliki 0|¢h
kreditur. |

Pasal 29 Undang-Undang fidusia menyatakan bahwa
penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dan hasil penjualan.

Kreditur berhak untuk meclakukan pelelangan umum atas
benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi. Pelelangan umum
yang dilakukan oleh kreditur ir!i sama sekali tidak melibatkan peranan
pengadilan tetapi dilakukan dengan mengumumkannya dalam
“sedikitnya dua surat kabar harian yang terbit didaerah tersebut. Dalam
jangka waktu satu bulan sejak pengumuinan pelelangan itu baru
dilakukan penjualan. Selain melalui pelelangan umum dapat juga
melalui pelelangan dibawah tangan. Untuk pelelangan dibawah tangan
ini biasanya hanya untuk kalangan tertentu saja, misalnya terhadap
benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga atas permintaan
pihak ketiga maka yang akan melelang kendaraan adalah pihak ketiga

yang menguasai benda jaminan itu.
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C.

Melalui Gugatan Biasa ke Pengadilan

Eksekusi dengan cara gugatan biasa ke pengadilan juga dapat
dilakukan oleh pihak, tetapi banyak kelemahannya yaitu biaya mahal,
memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit belit.
Dengan demikian maka cara tersebut sangat tidak praktis dan tidak
efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia karena kreditur
menginginkan eksekusi jaminan fidusia in! dilakukan dengan®cepat

untuk melunasi hutang yang tidak dibayar oleh debitor.
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BAB 111
PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

A. Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen dengan Jaminan Fidusia
Pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahaan dari istilah bahasa

Inggris yaitu Consumer Finance. Istilah consumer finance (pembiayaan
konsumen) ini hampir mirip dengan istilah consumer credit yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kredit konsumsi. Karena
kemiripan ini Munir Fuadi mengatakan bahwa pembiayaan konsumen tidak
lain adalah scjenis kredit konsumsi. Perbedaannya yaitu pembiayaan
konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi
diberikan oleh bank.* -

Disamping perbedaan tersebut di atas, perbedaan yang lain yaitu dalam
pembiayaan konsumen dana dari perusahaan pembiayaan konsumen tidak
diterima secara langsung oleh pihak konsumen tetapi konsumen hanya akan
menerima barang yang dibiayai dengan dana tersebut. Sedangkan dalam kredit
bank, nasabah peminjam dana akan menerima cairan dana berwujud uang atau
cagihan yang dapat dipersamakan dengan 1tu dari pihak bank.

Keputusan presiden No. 61 Tahun 1988 tantang Lembaga Pembiayaan
hdak memberikan pengertian tentang pembiayaan konsumen secara tegas.

pengertian pembiayaan konsumen tersirat dari bunyi pasal 8 keputusan

Munir Fuady, op ¢it, Hukum tentang Pembiayaan..., him 205.
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Menetri keuangan RI No. 1251/KMK. 013/1988 tentang ketentuan dan tata
cata pelaksanaan lembaga pembiayaan yang menentukan bahwa: ” kegiatan
pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi
konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara
angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan
konsumen adalah suatu usaha penyediaan dana yang dilakukan oleh
perusahaan pembiayaan bagi kepentingan konsumen untuk pengadaan barang
dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Rumusan pengertian di atasl'_ .'lmenunjukan bahwa peraturan tersebut
hanya melihat pembiayaan konsumen dari sudut ekonomi saja, yaitu dari sudut
kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari sudut perjanjiannya, perjanjian
pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian  dimana perusahaan
pembiayaan konsumen mengikatkan diri menyediakan dana untuk pengadaan
barang bagi kepentingan konsumen dan pihak konsumen mengikatkan diri
untuk membayar pinjaman pembiayaan tersebut secara berkala dalam jangka
waktu tertentu kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Dengan demikian ciri khas dari pembiaysan  konsumen  adalah
pembayaran pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen tidak
dilakukan dalam satu kali pembayarém, tetapi dalam beberapa kali angsuran
dalam jangka waktu tertentu.

Pada umumnya dalam transaksi pembiayaan konsumen térdapat

beberapa tahapan yang dilakukan sampai terjadinya perjanjian pembiayaan
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konsumen. Tahapan itu dimulai dari tahap prakontraktual hinggga ketahap
kontraktual yang melahirkan perjanjian tersebut.

Tahap prakontraktual model pembiayaan konsumen sebenarnya tidak
jauh berbeda dengan dengan pemberian kredit oleh bank. Mula-mula
konsumen yang ingin membeli barang melalui sisterr pembiayaan konsumen
untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya konsumen tersebut
akan diberif4ormulir permohonan kredit-- (Credit Applicction Form).

Kemudian calon konsumen mengisi formulir tersebut, isinya mengenai
identitas calon konsumen, spesifikasi barang yang akan dibeli, penghasilan
perbulan konsumen, jangka waktu angsuran. Di salﬁping mengisi formulir,
calon konsumen juga harus melengkapi dokumen-dokumen pendukung
(Supporting Document) yang disyaratkan oleh perusahaan pembiayaan.
Biasanya untuk konsumen individu dokumen yang disyarattan berupa foto
kopi KTP, foto kopi kartu keluarga, daftar gaji, pas foto. Sementara untuk
konsumen badan usaha dokumen pendukung dapat berupa anggaran dasar
perusahaan, beserta seluruh perubahan.dan tambahannya, foto kopi KTP yang
diberi hak untuk menandatanganinya, NPWP, SIUP. Namun demikian dalam
praktex aokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat
bervariasi tergantung pada jenis bafang yang dibiayai serta kepercayaan
perusahaan pembiayaan kepada calon."ko.nsumen.

Untuk janis barang tertentu‘ kadang juga disyaratkan pembayaran uang
muka kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan akan dikembalikan

apabila permohonan pembiayan ditolak oleh perusahaan pembiayaan.
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Besarnya uang muka yang akan dibayar tersebut bervariasi tergantung
permintaan masing-masing perusahaa"n pembiayaan dan jenis barang yang
akan dibiayai.

Permohonan pembiayaan ierscbut kemudian akan dipertimbangkan
oleh perusahaan pembiayaan dengan mengevaluesi kelayakan pemberian
pinjaman pembiayaan bagi calon konsumen misalnya dengan cara mengirim
tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen.

Apabila menurut pertimbangan perusahaan pembiayaan bahwa calon
konsumen layak untuk mendapatkan pembiayaan maka perusahaan yang
bersangkutan akan memanggil dan menghubungi calon konsumen. Apabila
terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan
yang bersangkutan mengenai isi perjanjian tersebut meka lahirlah perjanjian
pembiayaan konsumen. |

Tahap kontraktual untuk terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen
tidak cukup dengan kata sepakat saja, tetapi kesepakatan para pihak tersebut
diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak. Hal ini
disebabkan dalam praktek perjanjianmivni dibuat dalam bentuk tertulis dengan
formulir perjanjian yang telah disiapkan perusahaan pembiayaan konsumen.

Model pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak didalamnya yaitu
pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak suplier. Flubungan
antara pihak konsumen dengan suplier adalah hubungan jual beli. Antara
pihak perusahaan pembiayan dengan suplier tidak mempunyai hubungan

khusus kecuali pihak perusahaan pembiayaan rmerupakan pihak yang



disyaratkan dalam transaksi jual-beli antara konsumen dengan suplier.
Sedangkan hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah
hubungan kontraktual yang dalam hal ini adalak perjanjian pembiayaan
konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus dalam
undang-undang namun timbul dan berkembang dalam masyarakat. Schingga
bentuk perjanjian pembiayaan konsumen juga tidak ditemukan pengatarannya
dalam peraturan peruhdang-undangan. Namun, dalam pasal 13-ayat 1
keputusan Menteri Keuangan Rl no. [251/KMK. 013/1988 tentang ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa contoh
perjanjian yang akan digunakan oleh perusahaan peribiayaan menjadi syarat
yang harus dilampirkan dalam permohonan usaha lembaga pembiayaan
kepada Menteri Keuangan.

Kalau hanya semata-mata mendasarkan dati ketentuan pasal 13 ayat
(1) tersebut maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa peraturan tersebut
memang menghendaki bahwa perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat
secara tertulis.

Perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibuat baik secara tertulis
maupun secara lisan seperti sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam
KUH Perdata, selama belum ada pengaturan yang tegas tentang itu. Dalam
prektek perjajian pembiayaan konsumen memang lebih banyak dibuat dalam
bentuk tertulis, bahkan mungkin tidak ada atau sangat sulit menemukan

perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk tidak tertulis. Kecenderungan
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untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen secara tertulis berkaitan

dengan perlindungan kepentingan para pihak dalam perjanjian dan fungsi

perjanjian pembiayan konsumen itu sendiri yaitu:

a. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjanjian pokok,
artinya perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang
menentukan batal atau tidaknya"};(.:rjanjian lain yang mengikutinya scperti
perianjian jaminan fidusia. |

b. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis berfungsi
sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara
para pihak yang membuatnya:

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis
memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mambuat perjanjian tersebut
dalam ben-uk akta dibawah tangann atau akta otenti}: sepanjang belum ada
ketentuan yang mengaturnya secara tegas.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat
umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1870
KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para
pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari
mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.
Berdasarkan rumusan pasal ini dapat Bahwa akta otentik merupakan alat bukti
yang kuat dan meletakan beban pembuktian pada orang yang menyangkal

kebenaran akta otentik tersebut.
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Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak
tanpa melibatkan pegawai umum atau pejabat yang berwenang. Akta dibawah
tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila “pihak yang
menandatangani akta tersebut mengakui tada tangannya dalam akta tersebut.
Apabila ada orang yang ,menyangkal isi dan tanggal akta dibawah tangan,
maka pihak yang menandatangani harus membuktikan kebenaran isi dan
tanggal akta. |

Mengenai isi suatu perjanjian pembiayaan konsumen biasanya telah
ditentukan sedemikian rupa oleh pihak pemberi dana pembiayaan dan
dituangkan dalam formulir perjanjian, sehingga datam praktek perjanjian
pembiayaan konsumen cenderung mengarah menjadi perjanjian standar.

Pada saat ini, hal-hal atau ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian
pembiayaan konsumen masih berbeda;berbeda antara perusahaan pembiayaan
yang satu dengan perugahaan pembiayaan yang lain. Namun, secara garis
besar suatu perjanjian pembiayaan konsumen biasanya memuat minimal hal-
hal sebagai berikut:

a. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan
kepada konsumen,;

b. Obyek perjanjian pembiayaan konsumen yaitu spesifikasi barang yang
dibiayai dengan cara pembiayaan 'kpnsumen;

c. Jangka waktu dan cara pembayaran angsuran;

d. Penutupan asuransi;

e. Denda Keterlambatan;
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f. Wanprestasi dan Akibatnya;

g. Biaya Administrasi.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu pihak

1S ‘ thak Lk - . . ithale < HPESTI PO hal \ a1
perusahaan, pihak konsumen dan pthak supplice. Para pihak mempunyai

hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dalam suatu transaksi

pembiayaan konsumen.”

1.

Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah
hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen
dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya -
(konsumen) sebagai pihak debitor. Pihak pemburi biaya berkewajiban

untuk memberi sejumlah vang untuk pembelian suatu barang konsumsi,

. sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban untuk

membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi
biaya. |

Hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak
konsumen adalah sejenis perjahjian kredit set:ingga ketentuan-ketentuan
tentang’ perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku. Sementara
ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara
yuridis formal tidak berlaku berh.‘ubung pihak pemberi biaya bukan pihak

bank, sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

2. Hubungan pihak konsumen dengan supplicr

9 Abdul khadir Muhammad, op citt, hlm 165.
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Hubungan antara pihak konsumen dengén pihak supplier terdapat
suatu hubungan jual beli dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pithak
supplier selaku penjual, menjua"l" barang kepada pihak konsumen selaku
pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu
pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arni bahwa apabila karena
alasan apapun pihak pemberi b‘iaya tidak dapat menyediakan dananya
maka jual beli antara supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli
akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan
perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang masih
relevan berlaku diantaranya : keWajiban menanggung dari pihak penjual
setelah perjanjian jaul beli tentang garansi.

. Hubungan penyedia dana dengan supplier

Hubungan antara pihak' penyedia dana dan pihak supplier
(pehyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus,
kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu
syarat untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli
antara pihak supplier dengan pih‘ak konsumen. Oleh karena itu jika pihak
penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan dananya, sementara
kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai
dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan
batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana

karena wan prestasi.
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B. Penyelesaian Wanprestasi Jaminan Fidusia Pada Perusahaan
Pembiayaan PT. Multindo Auto Finance

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang
bersifat tifnbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak dimana kewajiban salah satu pihak meiupakan hak dari
pihak lain. Pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menerima suatu
prestasi dari pihak konsumen, tetapi sebaliknya pihak perusahaan
pembiayaan juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada
nasabah seperti yang telah dijanjikan.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. MULTINDO AUTO
FINANCE dan konsumen merupakan perjanjian tertulis yang dibuat
dengan menggabungkan antara perjanjian pembiayaan konsumen dan
jaminan fidusia. Dengan demikian dalam perjanjian itu PT. MULTINDO
AUTO FINANCE bertindak sebagi pemberi dana pembiayaan sekaligus
menjadi penerima jaminan fidusia dan konsumen sebagai penerima
bantuan dana pembiayaan sekaligus menjadi pemberi jaminan fidusia.

Dalam perjanjian pcmbiayaan itu hanya discbutkan hal-hal yang
berkaitan dengan kewajiban konsumen saja sedangkan hak-hak dari
konsumen tidak dibicarakan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
dapat disimpulkan pada saat terjadi negoisasi atau pada tahap
prakontraktual antara konsumen dengan PT. MULTINDO AUTO

FINANCE.

87



Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

pembiayaan konsumen itu adalah:

I. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen.

a. Hak Perusahaan Pembiayaan Konsumsii

1
2)
3)
4)
3)
6)
7

8)

Mcemperoleh pembayaran uang muka

Memperoleh pembayaran uang administrasi

Memperoleh jaminan berupa BPKH o
Mendapatkan pembayaran angsuran tepat pada waktunya
Mengenakan denda keterlambatan pembayaran

Menetapkan esarnyampeﬂlunasan dimuka yang harus dibayar
Memperoleh lapofan tentang keadaan kendarazn dari nasabah
Memperoleh kuasa dari penerima dane. pembiayaan

Dalam pengenaan denda ketcrlambatan pembayaran,

pihak perusahaan pembiayaan telah menentukan berapa besarrtya

denda atas keterlambatan tersebut yang dihitung setiap hari

keterlambatan dan harus dibayarkan oleh konsumen dengan cara

dikalikan dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan untuk

setiap bulannya.

Penetapan besarnya pelunasan dimuka yang harus dibayar

oleh konsumen telah ditentukan oleh perusahaan pembiéyaan

sesuai dengan jenis dan tahun pembuatan kendaraan. Pada

perusahaan pembiayaan PT MULTINDO AUTO FINANCE
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penetapan ini tidak masuk dalam perjanjian tetapi telah ditentukan
besarnya sesuai dengan keadaan kendaraan.

Mengenai laporan tentang keadaan kendaraan yang ada
pada nasabah harus diberikan sesuai dengan keadaan yang
schenarnya  dari kendaraan yang bersangkatan. Laporan diberikan
setiap bulan atau setiap melakukan pembayaran angsuran.

Dalam. hal pihéi; perusahaan rdenerima kuasa substitusi
dari nasabah, pihak perusahaan dapat melakukan perbuatan tertentu
tanpa meminta persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Keadaan
ini dapat terjadi apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau
seluruh hutangnya atau tidak memench: kewajibannya menurut
ketentuan dalam perjanjian, maka pihal perusahaan berhak untuk
mengambil kendaraan yang dijadikan jaminan itu dimanapun dan
ditempat siapapﬁn berada.

Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen

1) Menyerahkan Kendaraan kepada Konsumen
Sctelah tcrjadi‘ kontrak antara pihak perusahaan dengan
konsumen, perusahaan pembiayaan akan segera menyerahkan
kendaraan yang diinginkan oleh nasabahnya sesuai dengan
yang telah diperjanjikan melaui dealer yang ditunjuk oleh
perusahaan. Dalam pembiayaan ini uar:g pembiayaan langsung
diserahkan kepada dealer tanpa melalui konsumen terlebih

dahulu. Perusahaan menyerahkan surat pesanan pembelian

89



2)

3)

kendaraan kemudian dealer membual surat perintah bayar,
membuat surat pernyataan dealer dan surat pernyataan keaslian
BPKB.
Menyerahkan Surat ya}lg ada Hubungannya dengan kendaraan
Surat yang dimaksudkan disini adalah Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang bersangkutan.
Penyerahan STNK ini tidak bersamaan dengan penyerahan
mobilnya karena harus menunggn proses pembuatan dari
kepolisian dan setelah selesai segera dikirim oleh perusahaan
kepada konsumen.
Menyerahkan BPKB setelah seluruh angsurannya dilunasi.
Kewajiban perusahaan pembiayaan setelah nasabah
melunasi seluruh Hiﬁangnya adalah menyerahkan BPKB
sebagai bukti bahwa kendaraan itu telah menjadi milik nasabah
seutuhnya dengan cara terlebih dahulu nasabah menunjukan

kuitansi pelunasan angsuran dan kartu pembayaran.

2. Hak dan Kewajiban Konsunien

a.

Hak Konsumen

1)
2)

3)

Menerima kendaraan yang telah diperjanjikan
Menerima BPKB seteiah seluruh angsuran lunas
Memperoleh sisa /kelebihan pembayaran asuransi

Hak untuk memperoleh sisa /kelebiban pembayaran

asuransi terjadi dalam hal hilang atau musnahnya kendaraan yang -
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dijadikan sebagai jaminan. Dalam hal ini P MULTINDO AUTO
FINANCE berhak untuk mengurus dan mengajukan claim ganti
rugi sctelah mendapat Iaponzun dari konsumen mengenai kehilangan
tersebut. Atas claim dari perusahaan itu pihak kantor asuransi
kemudian melakukan survei terhadap kehilangan yang dilaporkan
itu. Apabila claim itu diterima dan hasilnya setelah dikurangkan
dengan sisa angsuran yang masih harus dibayarkan ternyata
terdapat sisa maka sisa itu menjadi hak dari konsumen, tetapi
apabila masih kurang menjadi tanggungan konsumen untuk
melunasinya.

Dalam hal barang yang dijadikan jaminan musnah atau
hilang maka dengan selesainya perhitungan atas claim dan
dilunasinya hutang-hutang scluruhnya perfasjian pembiayaan itu
berakhir dengan sendirinya..

Kewajiban Konsumen

1) Melengkapi Persyaratan yang Telah Ditentukan
Dengan memberikan pandangan kepada konsumen PT
MULTINDO AUTO FINANCE memberikan persyaratan yang
harus dipenuhi oleh konsumennya, dan hanya konsumen yang
memenuhi syarat-syarat saja yang akan diproses lebih lanjut

- untuk memperoleh dana.

Konsumen dalam mengajukan kreditnya harus

mengisi formulir permohonan kredit yang berisi jenis jaminan,
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bulan pinjaman, pcmBayaran angsuran, data pribadi untuk
perorangan dan data perusahaan untuk badan usaha alamat
yang bisa dihubungi, data penghasilan, kekayaan pribadi,
tandatangan pemohon/penjamin, fasilitas kredit isinya kalau
ada, referensi/penjamin, data jaminar/kendaraan, data asuransi,
data pinjaman dan angsuran serta cap dan tandatangan
perantara.

Bersama formulir pemohan kredit itu pemohon yang
mengajukan kredit kepada PT. MULTINDO AUTO FINANCE
harus  melampirkan = persyaratan  pendukungnya. Pada
perusahaan pembiyaan PT. MULTINDO AUTO FINANCE
konsumen yang mengajukan pendanagn dibagi menjadi (4)
macam yaitu pcrorangan, usaha perorangan, profesi, dan badan
hukum dimana masing-masing mempunyai persyaratan yang
berbeda yaitu:

a) Perorahgan
Persyaratan yang harus »dipenuhi untuk pemohon
perorangan adalah: '
1) Foto copy KTP pemohon dan suami/istri
2) Foto copy kartu keluarga
3) Keterangan penghasilan
4) Foto copy rckening koran/tabungan tiga bulan terakhir

5) Foto copy kelengkapan izin traysk
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6) Foto 2 buah (3 x 4)

b) Usaha Perorangan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk usaha perorangan

adalah:
1) ‘Foto copy KTP pcmohon dan suami/istri
2) Foto copy kartu keluarga
3) Foto copy rekeriing koran/tabungan tiga bulan terakhiz
4) Foto copy surat izin perdagangan
5) Foto copy akte kelengkapan izin trayek
6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7) Foto copy laporan keuangan
8) Foto 2 buah (3 x 4)

c) Profesi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konsumen yang -

mempunyai usaha profesi adalah:
1) Foto copy KTP pemohon dan suami/istri
2) Foto copy kartu keluarga
3) Keterangan penghasilan
4) Foto copy izin praktek
5) Folo copy akte Rflulgkupun izin trayek
6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7) Foto 2 buah (3 x 4)

d) Badan Hukum
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Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konsumen yang
berbentuk Badan Hukum adalah:

1) Foto copy K'T'P Direktur, kom:saris, dan atau yang diberi

kuasa |

2) Foto copy rekening koran/tabungan tiga bulan terakhir

3) Foto copy surat izin usaha perdagangan

4) Foto copy akte kplengkapan izin.ivayek

5) Foto copy akte pendirian dan perubahannya

6) Foto copy TDP/TDR

7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

8) l“otQ copy laporan keuangan

9) Foto 2 buah (3 x4)

Sctelah  melengkapi pcrsyaratan  itu  konsumen
kemudian mengisi formulir p'eri”nohonan survey yang
dimaksudkan bahwa konsumen bersedia disurvey tentang
keadaan dan keberadaannya dimasyarakata yang meliputi
Character, Employment, Identity/Residence, Colateral,
Income. Kalau kelimanya dapat dipenuhi oleh pemohon
maka permohonan kreditnya akan diterima.

2) Membayar Uang Muka
Pemberian kredit kepada konsumen perusahaan akan
mentukan besarnya uang muka yang harus dibayarkan oleh

konsumen saat penandatanganan kontrak. Pembayaran uang
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3)

4)

muka ini harus dibayarkan secara tunai yang besarnya

disesuaikan dengan jenis kendaraan.

Membayar Uang Administrasi

Konsumen wajib membayar uang administrasi kepada
perusahaan sebagai pengganti biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh perusahaan selama proses persiapan kontrak
sampai pada penandatanganan kontrak. Biaya-biaya itu antara
lain adalah biaya pembuatan formulir permohonan kredit, biaya
formulir permohonan survey, dan biaya survey yang dilakukan
oleh surveyor perusahaan. Untuk biaya survey, apabila jarak
survey diatas 35l km ditambah Dbiaya survey secbesar
Rp.100.000,00. Selain itu biaya administrasi akan dibayar oleh
konsumen kalau lcrjihdi tunggakan dan tefah ditagih oleh
kolector, besarnya biaya yaﬁg dikeluarkan untuk tagihan dalam
kota adalah Rp.6500,00 dan Rp.I0.000;()O untuk luar kota.
Membayar Angsuran Tapat Pada Waktunya

Pembayaran ini dilakukan oleh konsumen berdasarkan
atas kesepakatan dari kedua pihak yaitu sesuai dengan jangka
waktu angsuran. Lamanya angsuran dapat bervariasi yaitu 12
bulan, 24 bulan, 36 bulan, atau lebin lama lagi tergantung dari
kesepakatannya.

Pada perusahaan pembiayaan PT MULTINDO AUTO

FINANCE terdapat kartu angsuran nasabah yang berisi No.
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6)

Pinjaman, Tanggal Pembayaran angsuran tiap bulan dan

besarnya pembayaran angsuran pertama. Dengan kartu

“angsuran nasabah itu dapat diketahui tanggal angsuran untuk

setiap bulannya schingga apabila angsuran dilakukan setelah
lewat tanggal tersebut akan dikenakan denda untuk setiap hari

keterlambatan.

- Merawat dan Memelihara keutuhan Kendaraan

Selama masa pinjaman belum selesai berarti kendaraan
yang dibeli itu masih menjadi jaminan atas hutangnya kepada
perusahaan. Pada masa int konsumien harus rherawat dan
memelihara keutuhan kendaraan itu dan bertanggungjawab atas
semua resiko yang terjadi baik karena kesengajaan ataupun
karena ketidaksengajaan.

Mergansuransikan kendaraan

Untuk menjamin agar utang dapat dibayar oleh
kqnsumen selain telah dibebani dengan jaminan fidusia
kendaraan itu juga harus diasuransikan oleh konsumen ke
kantor asuransi. Asuransi yang digunakan oleh perusahaan PT.
MULTINDO AUTO FINANCE adalah jenis TLO dengan
tingkat kerugian sebesar 75% keatas. Lama asuransi sama
dengam lamanya pembayaran turggakan karena tujuan dari

perusahaan adalah untuk menghindari kerugian apabila
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7

8)

kendaraan yang dijaminkan itu hilang atau musnah scbelum
angsurannya lunas.
Tidak Menjual, menjaminkan, atau memindah tangankan
kepada pihak lain.

Agar mudah dalam melakukan eksekusi dan untuk
memberikan hak istimewa kepada perusahaan atas kendaraan
yang dijaminkan itu Konsumen tidak diperbolehkan menjual,
menjaminkan, atau memindah tangankan kepada pihak lain.
Bila hal itu terjadi tanpa sepengetahuan perusahaan dan terjadi
tunggakan sehingga perusahaan mengetahui keberadaan dan
keadaan kendaraan, maka perusahaan atas kuasa konsumen
melalui hak substitusi seperti itu dan niengeksekusinya untuk
dikonpensasikan dengan hutang yang belum dilunasi.
Menyerahkan BPKB Sebagai Bukti jaminan

Jaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan
PT MULTINDO /\UIO FINANCE jaminan fidusia. Oleh
karena itu penyerahan jaminannya secara constitutum
possessorium berarti barang jaminan tetap ada pada konsumen
dengan status peminjam pakai. Untuk memberikan kepercayaan
kepada perusahaan l_ii‘aka konsumen menyerahkan BPKB

kendaraan tersebut sebagai bukti jaminan.
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2. Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kosumen dan
Penyerahan Jaminan Fidusia pada Perusahiaan Pembiayaan PT.
- MULTINDO AUTO FINANCE

Perjanjian pembiayaan k9n§umen dan penyerahan jaminan fidusia
| merupakan perjanjian standar, ;qehingga ketentu‘;}n-ketentuan yang ada
-d%d:!:m perjanjian tersebut telah diatur sedemikian rupa agar tidak
Imerugikan perusahaan. Mengenai keadaan dimana konsumen dinyatakan
wanprestasi PT MULTINDO /\l_'J'lI‘(') FINANCE telah mengaturnya dalam
-ketentuan dan syarat perjanjian wanprestasi dinyatakan telah dilakukan
oleh konsume‘n apabila konsumen telah memenuhi ketentuan yang terdapat
dalam pasal 4 perjanjian pembﬂiayaan konsumen yang terdapat dalam
lampiran.. |
Pembiayaan‘mengenai wanprestasi, penulis membatasi pada satu
jenis wanprestasi yaitu apabila kendaraan jaminan tersebut dikuasai oleh
pihak ketiga scbelum angsuran ll;nas tanpa persctujuan dari perusahaan
pembiayaan PT MULTINDO AUTO FINANCE.
3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Benda Jaminan yang
dikuasai Oleh Pihak Ketiga
Berdasarkan hasil wawancara diperolch keterangan bahwa dari
ketiga kasus wanprestasi itu perusahaan mengetahui kalau kendaraan telah
dikuasai oleh pihak ketiga pada saat menarik kendaraan yang dijadikan
‘jaminan karena debitor telahi” wanprestasi. PT MULTINDO AUTO
FINANCE tidak menarik kendaraan yang ada dalam kekuasaan pihak
ketiga apabila debitor dalam membayar angsuran tetap lancar, tetapi kalau

sampai angsuran macet dan barang jaminan ada pada pihak ketiga
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perusahaan PT MULTINDO AUTO FINANCE mengambil langkah yang
tegas atas tindakan debitor. Langkah-langkah yang ditempuh oleh PT
MULTINDO AUTO FINANCE adalah sebagai berikut:

Apabila debitor telah‘ menutup semua perjanjian dengan
penandatanganan, penyerahan uang muka. dan telah diterimanya
penyerahan kendaraan dari dealer yang ditunjuk oleh PT MULTINDO
AUTO FINANCLE maka scjak bulan itu berkutnya  debitor mulai
membayar angsurannya kepada PT MULTINDO AUTO FINANCE.

Dalam  membayar  angsurannya  debitor  yang  mengalami
keterlambatan pembayaran angsuran kurang dari 5 hari sejak tanggal jatuh
tempo belum dikenai denda keterlambatan. Setelah mencapai 8 hari sejak
keterlambatan baru dikenai denda oleh I MAT yang besarnya 2/000 (dua
permil) setiap harinya dan kalau sampai 14 hari sejak tanggal jatuh tempo
belum membayar maka merupélkan angsuran yang wajib: tagih. Atas
tagihan dari petugas bagian penagihan itu akan dikenakan biaya tagihan.

Bila keterlambatan itu telah diberitahukan oleh MULTINDO
AUTO FINANCE oleh debitor secara baik-baik tetapi tidak pernah
diperhatikan dan keterlambtannya itu telah mencapai jangka waktu 5
bulan maka PT MULTINDO FINANCE melalui petugas bagian pecnagihan
mendatangi debitor untuk melakukan negosiasi yang terakhir kalinya.
Dalam negosiasi PT MULTINDO AUTO FINANCE memberikan
alternatif apakah debitor tetap menguasai kendarean dengan konsekwensi

membayar semua tagihan atau kendaraan jaminan yang ada pada debitor
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itu ditarik untuk melunasi scﬂluruh hutang. Saat terjadi negosiasi itu
petugas menanyakan keberadaan kendaraan jaminan itu kepada debitor
dan baru dikctahui. Oleh pihak PT MULTINDO AUTO FINANCE kalau
kendaraan itu telah dikuasai olch pihak ketiga. -Dengan dikuasainya
jaminan oleh pihak ketiga PT MULTINDO AUTO FINANCE
menganggap bahwa debitor telah memilik kendaraan jaminan ditarik dari
kekuasaannya untuk melunasi seiuruh hutangnya.

Sehari setelah diketahui keberadaan kendaraan itu petugas yang
ditunjuk olech PT MULTINDO AUTO FINANCE menandatangi pihak
ketiga yang menguasai kéﬁ—daraan jaminan itu. Sebelum melakukan
penarikan kendaraan dari | pihak ketiga peiugas bagian penagihan itu
memberikan  pengertian kepada  pihak ketiga bahwa  kendaraan  yang
dikuasainya itu merupakan barang yang ada dalam jaminan untuk
pelunasann suatu hutang, -oléh karenanya pihak ketiga tidak berhak untuk
memilikinya karena merupakan tindakan pelanggaran hukum. Atas
pengertian yang diberikan petugas itu pihak ketiga bisa menerima
walaupun dengan berat hati .‘karena telah merasa dirugihan oleh debitor.
Pada saat menarik kendaraan dari pihak ketiga pihak PT MULTINDO
AUTO FINANCE menunjukan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh
debitor yang berisi pemberian’ kuasa kepada PT MAF untuk mengambil,
menyimpan, menjual, dan menerima hasil penjualan barang jaminan
apabila debitor wanprestasi. Guna keperluan tersebut PT MULTINDO

AUTO FINANCE berhak untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau
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kantir, debitor atau tempat lain dimana kendaraan itu berada guna
mengambil kendaraan tersebut dari debitor atau pihak lain yang
menguasainya.

Kendaraan yang telah dikuasai oleh PT MULTINDO AUTO
FINANCE tidak segera dijual tetapi masih memberikan kesempatan lagi
kepada debitor untuk melunasi- hutangnya dalam jangka waktu 14 hari
dihitung mular hari berikutnya setelah penarikan. Apabila dalam jangka
waktu 14 hari debitor tidak dapat melunasi seluruh hutangnya maka
kendaraan itu akan dicksckusi dengan cara dijual melalui pelelangan
umum.

PT MULTINDO AU'I‘O FINANCLE mengumumkan pelelangan ilu
dalam dua media masa yang terbit didaerah tersebut, satu minggu setelah
pengumuman itu kemudian dilaksanakan pelelangan untuk umum. Dalam
pelelangan itu (clah ditentukan harga dasar yang merupakan taksiran harga
atas kendaraan pada waktu diadakan pelelangan. Dalam pelaksanaan
pelelangan dipilih harga tawaran tertinggi yang kemudian dituliskan dalam
kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh debitor pada waktu
menutup perjanjian.

Hasil dari pelelangan itu digunakan untuk menutup scluruh hutang
yang belum dibayar dan apabila ada sisa dikembalikan kepada debitor
tetapi kalau kurang masih rﬁerupakan beban debitor untuk melunasi

kekurangannya itu.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan peinbahasan yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat
ditarik suatu kesimpulkan:

1. ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen
dengan jaminan fidusia yaitu pil_lak perusahaan, pihak konsumen dan pihak
supplier, hubungan hukum antara pihak kreditur dengan konsumen adalah
hubungan kontraktual, hubungan antara pihak konsumen dengan supplier
adalah hubungan jual beli, sedangkan hubungan antara penyedia dana
dengan supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus hanya
sebagai penyedia barané.

2. Dalam hal debitor wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh
pthak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance mengirim petugas dari
bagian penagihan untuk mengambil kendaraan dan berhak untuk
memasuki ruangan, tempat tinggal atau kantor atau tempat lain dimana
kendaraan tersebut berada. Fl!ak yang dimiliki oleh PT. Multindo Auto
Finance tersebut dapat dilihat pada surat kuasa yang ditandatangani leh
debitor yang berisi pemberian kuasa kepada P'I. Multindo Auto Finance
untuk mengambil, menyimp"a‘i'n,‘ menjual dan menerima hasil penjualan
barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitor pada waktu

menutup perjanjian.

102



B. Saran

Perkembangan usaha pembiayaan konsumen yang semakin pesat di
masyarakat maka perlu adanya pératuran yang lebih tegas guna memberikan
periindungan terhadap pengguna jasa. Disisi lain guna mencegah kerugia yang
besar sebagai akibat ulah konsumen yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT.
Multindo Auto Finance lebih selektif dalam manentukan calon konsumten
yang akan diberi dana pembiayaan agar permasalahan wan prestasi dapat
ditekan seminimal mungkin, sehingga tidakmerugikan usaha dari lembaga

pembiayaan konsumen.
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TABEL PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB)

i)
JENIS UANG TENOR - RATE (%) - INADV | _TENOR - RATE (%) -INARR |
(ENDARAAN MUKA (%) | 12 24 | 36 48 12 | 24 | 36 | as
EEP, MINIBUS 25 11.73 | 12.74 | 1341 | 14.61 | 14.06 | 14.05 | 14.38 | 1547 | _ ASURANSI
25 11,73 | 12.74 | 1341 | 14.61 | 14.06 | 14.05 | 14.38 | 1547 | ASURANSI
20 11.73 | 12.74 | 13.41 | 14.61 | 14.06 | 14.05 | 14.38 | 1547 | _ASURANSI
TOYOTA 30 12.69 | 13.83 | 14.58 | 15.87 | 15.23 | 15.26 | 15.66 | 16.83 | NON ASURA}
;HSUKI' MITSUBISHI 35 13.17 | 1437 | 15.18 | 1651 | 15.81 | 15.87 | 1631 | 17.52 | NON ASURA®
PREMI ASURANSI (%)
ALL RISK TLO
TENOR MINIBUS, SEDAN | MINIBUS, JEEP | TRUK, ANGKOT BIAYA ADMINISTRASI (Rp)
JEEP SEDAN, PICK UP MIKROBUS
12 BULAN 3.05 1.25 15 400,000
24 BULAN 6.50 2.50 3.0 500,000
36 BULAN 3.00 3.75 G 600,000
48 BULAN 12.00 5.00 £.0 700,000
NGAN

1 administrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya administrasi ditambah Rp.100.000,-

ii asuransi dibayar tunai
asi dibooking/dicairkan untuk jenis kendaraan angkot dan mikrobus sampai dengan surat kendaraan selesai : STNK

, ijin trayek, sedangkan untuk jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up dan truk berdasarkan fotocopy pengajuan
ir dari authorized dealer yang bersangkutan

ARATAN UMUM UNTUK PENGAJUAN KKB
pemohon pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah menikah dan maksimum 60 tahun

-opy KTP pemohon dan istri/suami serta kartu keluarga
ning pembayaran PBB, PLN atau TELP

jaji atau fotocopy buku tabungan bagi pegawai/karyawan, surat ijin praktek bagi yang berprofesi sebagai dokter
/surat keterangan usaha/TDP/NPWP, totocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta
pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badan usaha/perusahaan

LEBIH L ENGKAP HARAP MENGHUBUNGI:
NMNDO AUTO FINANCE
igelang KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman
-866210, 867210, Fax. 0274 866211

Service:
Lidyaw

28 November 2005

owo
ing

Surveyor :

Agung :

Sutrisno : 08122770696
Irfan § : 081392199931
Jhanson : 08179403494



TABEL PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB)

EFINANCE
3 ‘ TENOR - RATE (%) - IN ADV TENOR - RATE (%) - IN ARR
5 TAHUN UANG (%) . (%) | keTeranaan
AAN KENDARAAN | MUKA (%) 12 24 36 12 24 I 36
© 2000 UP 20 11.25 12.21 12.83 13.48 13.45 13.75
1996 - 1999 20 12.21 13.28 14.00 14.64 14.65 15.02
JIBUS 1995 30 12.69 13.83 14.58 15.23 15.26 15.66
1994 30 13.17 14,37 15.81 15.87 !
1993 35 13.65 |- i 16.40 |3 ASURANSI
2000 UP 20 11.25 12.21 83 13.48 13.45
1998 - 1999 20 12.21 13.28 14.00 14.64 14.65
1996 - 1997 20 12.69 13.83 14.58 15.23 15.26
2000 UP 20 -12.69 | 13.83 14.58 15.23 15.26
1998 - 1999 20 13.17 14.37 15.18 15.81 15.87
B 1996 - 1997 30 13.65 14.92 15.77 16,40 16.48
N 2275 30 14.14 15.46 16.37 16.99 17.10
1994 35 14.67 16.01 [w. A 17.58 17.72 , NON ASURANS
A 2000 UP 30 15.59 “17.12 18.77 18.97 19.61
+ MITSUBISHI 2000 UP 35 1607 | 17.68 | 18.80 19.36 19.60 | 20.28
PREMI ASURANSI (%)
ALL RISK TLO
IR BIAYA ADMINISTRASI (Rp)
MINIBUS, SEDAN MINIBUS, SEDAN TRUK, ANGKOT
JEEP JEEP, PICK UP MIKROBUS
LAN 3.25 1.25 1.5 450,000
LAN 6.50 2.50 3.0 ' 550,000
ILAN 9.00 3.75 4.5 650,000
nistrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya administrasi ditambah Rp.100.200,-
:ndaraan dilakukan PT. Multindo Auto Finance
ansi dibayar tunai, asuransi all risk untuk sedan, jeep, minibus dimulai tahun 1998
polisi " B * dilengkapi faktur asli ]
laraan atas nama badan hukum wajib memiliki surat pelepasan hak dari badan hukum tersebut
AN UMUM UNTUK PENGAJUAN KKB
hon pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah menikah dan maksimum 60 tahun
TP pemohon dan istri/suami serta kartu keluarga
»embayaran PBB, PLN atau TELP
au fotocopy buku tabungan bagi pegawai/karyawan, surat ijin praktek bagi yang berprofesi sebagai dokter
- keterangan usaha/TDP/NPWP, fotocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta
rian perusahaan, SIUP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badan usaha/perusahaan
{ LENGKAP HARAP MENGHUBUNGI:
'O AUTO FINANCE
1g KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman
210, 867210, Fax. 0274 866211
‘ce; ' Surveycr :
aw Agung :
Sutrisno : 08122770696
Irfan S : 081392199931
Jhanson : 08175403494

gustus 2006



ULTINDO

. Gajah Mada Plaza Biok A 20-21, Simpaty Lima, Sematang, Telp. (024) 31T (Luting), Fax. (U24) 4170495, 440,
- Jl. Adi Sucipto No. 25 Manahan, Sclo Telp. {N271) 710771, 713571 Fax. (0271) 724280

- Ji. Raya Magetang KM. 4,3 Yogyakarta, Telp (0274) 589329, 566873 Fax. (0274) 566873
. JI. Karapitan No, 123 Bandung, Telp. (022) 316400 (Hunting), Fax. (022) 316300, 318300

TO:FINANCE:

. JL. Raya Tajur No. 123 Bogor, telp. (0251) 314436 (Hunting), Fax. {0251) 379319
- JI. Jend. S giman-No. 36 A Sukaburmi, Telp. (0266} 228000, Fax. (0266) 228111

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

rap diisl dengan lengkap.
tuk kelancaran proses penilaian.

: O Refinandng O Pembelian
: O Perorangan O Badan Usaka
s} 0O u % 4R 0

v 3 Diinuka 13 Dibelabang,

Telp.

Melalui

No. Pinjaman
Jenis Pinjaman
Jumiah Finjaman
Sisa Pinjaman
An,;&uun/ﬂln -
Faslitas Kot KredW e

No. :

&

S REFERENSHPE)

G

o ol S N e R A
s yoser i Nama - : —
e ﬁ%gﬁ.{{ﬂé Perusahaan —— —
R ) Alamat e e et st et ot e i e et
‘eminjam : - lelp.
Hs E}d-‘.ﬂz o o) f\"ereﬁ\p}l:an _— Nama di atas bersedia menjadi : 1 Referensi QO Penjamin
e um Menika 0O Menixa O 183} :
agan Crarg
Telp.
Merk/Type
aha Tahun Jenis ‘Of%dan OJeep OMB OPU OTuk O....
Telp. _ No. Polisi/No. 8PKB : /
an (OWNL OAsing Tahun/Warra /
No. Mesin/Chasis /
BPKB a/n

5
e oA adfieth

K KEPERLUAN IENDADAK HDE

AUAA A MY R

1}y I x“;‘: v ‘v.._ ,‘";,’..:.;:
WL

Ath sk

tbulan (suami+istri)
Biaya Hidup
Angsuran Lainnya
Sisa Penghasilan

_)"AAN','

Dyt LA X DY pi Ay r e P o R YO LA ] YA
0 Sewa 0 Pribadi 0 Keluarga O Instansi
sati: Tahun  Luas: Nilei:

ilikan Kendaraan : OO Satu - O Lebih dari satu

ikan semua Informasi yang diberikan di atas aoalah benar.

diberikan untuk tujuan permohonan kredit dan dengan ini saya mengijinkan
)0 AUTO FINANCE untuk mendapatkan dan memetiksa seluruh informasi
an/diperlukan.

Pemohon, Ttd. Penjamin/Suami-Istri,

lan Cap Perusahaan

Nama Jela: dan Car- Perusahaan-

Masa Pectanggungan - an gy 03x a8 a. ...
Tanif Asuranst/th : %

Jumlah Pertangzgungan
Premi Asurans

Premi Tambzhar

Total Premi :

B. Jenis Pertanggungan Objek Peminjam :
MasaPetanggurgan @ 012 O O O O
Tanif Asuransi/th. : %
Jumlah Pertanggungan
Premi Asuransi
Premi Tambahan

Total Premi :

Pembayaran Premi : DTunai Q Angsuran

Harga OTR/Jamiran :
Harga yang disetujui : 2

Vang Muka H.
Pinjaman Pokok :

Pinjaman Asuransi :
Tota} Pokek : -

Total Pinjaman

"Angsuran/Bln i
Administrasi :




PETA DOMISILI PEMOY{ON

(RI

h

NP

JE—
YANG HARUS DILAMPIRKAN

PERSYARATAN PERORANGAN | o USAHA PROFESI Bt
P : Pemohon dan Istri / Suami o o o
T : Direktur, Komisaris dan atau yang diberi Kuasa n
rtu Keluarga o )
:nghasilan 0
1 Praktek o
cening Koran/ fabungan 3 Bulan Terakhir 0 o o
-at Izin Usaha Perdagangan o o
te Kelengkapan Izin Trayek o o 0 o
te Pendirian & Perub:hannya 2
P/TDR - 0 _
mor Pokok: Wajib Pajak o 2 n
oran Keuangan 0 %
4) o [s] 0o %




SURAT PERJANJIAN
. PEMBERIAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN SECARA FIDUCIA

OO & ittt ettt er et sanna s

g bertanda tangan di bawah ini :

1o T2 s Vo HH PSSR
yalam hal Inl bertindal: sebagal .o darl dan
leh karena Itu bertindak untuk dan atas nama PT MULTESNDO AUTO FINANCE.
ang berkedudukan di 5emarang. untuk selanjutnya disebut sebagci PIHAK PERTAMA.

LTI 0 vttt et e e e TR
ang berolomot L 1 PP
yalam hal Ini bertindak untuk dan otos nama :
‘ntuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1 pihak menérangkan terlebih dahulu :

wa Pihak Pertama menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua
ipapembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (untuk setanjutnya disebut "kendaraan®)
gan speslfikasi setraqai berikut :

lerk / Type D e PP
i0. Rangka ST
‘0. Mesin e,
anun OO TP UPRPRERRPN
larna TR
0. Polisi PPN
tas Nama T, e e
-alam Keagdaan e

~a Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat memibuct Perjanjian Pembiayaaon Kenda-
vini (selanjutnya disebut “Ferjanjian") dengan ketentuon dan syarat-syarat sebagui berikut

Pasal 1
JUMLAH PEMBIAYAAN

~a Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas pemberian / penerimaan Pembiayaan
:but ditentukan sebagai berikut :
imlah pinjoman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp. ...

............................................................................................................................................... )
nlomon tarsebut diberikan untuk jangka wakiu ..., ... bulan sejak saat
itanda - tanganinya perjanjian ini.

ambayaran kembali dilakukan dalam ... v, angsuran, yang dibayarkan
lambat-lambatnya pada tarnggal ... QTSI ) setiap bulenrya, dan dimulai
Ada ., dengan besar angsuran RP. ....cccveaiiiiiincnc i, QU UTROPRI
.......................................................................................................................................................... )

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
anjicn Inl berlaku untuk ... bulan lamanyq, terhitung sejak tanggal ditanda-

yani dan berakhir pada tanggal ...



Pasal 3
PEMBAYARAN KEMBALI

. Pihak kedua WOjib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentuka
dalam perjanjian ini.

. Untuk setiop keterlambatan pemmbayaran angsuran baik sebagian maupun seluruh angsurc

sebagaimana yang telah ditetapken, Pihak Kedua wdijib membayar kepada Pihak Pertam

denda keterlambatan sebesar 2 peirril cerhari dari jumlah yang tertunggak. Yang dimaksu

dengan keterlambatan tersebut adalah :

1. Apablila Pihak Kedua terlambat membayar angsuran dari batas waktu yang ditentukat

2. Apabila sampai batas waktu yang telan ditentukan membayar angsuran kurang dari jumic
yang ditentukan.

. Semua pembayaran harus dilakukan kepadc dan di kantor Pihak Pertama atau cabang
Perwakilan Pihak Pertama berada, atau di t2mpat lain ycng sewaktu-waktu ditentukan ole
Plhak Pertama.

. Bagi Pelunasan Hutang lebih awal. Pihdk Kedua harus rhemboyor penatti sebesar 2.5 % dc¢
slsa jJumiah hutang pokok.

. Pembayaran dengan cek / giro bilyet dianggap sah sebagai pembayaran apabila cek / gi
bllyet tersebut telah dapat diuangkan.

Pasal 4
KEADAAN LALAI

. PiIhak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak V.edua secord sekaligus, tanpa pemb
ritahuan terleblh dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pitiak Kedua apabila :

1. Pihak Kedua lalal dalam membayar angsuran berturst-turut selama dua bulan atau tid:
memenuhl salah satu ketertuan menurut perjanjian ini.

2. JikaPihak Kedua dalam keadaan peilit atau untuk penundaan pembayaran hutang-hutangm
(surceance var betaling) kepada instansi yang berwenang

3. Apablla plhak Kedua meninggal dunia atau mengambil keputusan untuk bubar (apabila Pih
Kedua adalah suatu perseroan).

4. Harta/kekayaan Pihak Kedua disita oleh rihak lain.

5. Apabilla kendaraan jaminan tersebut dikuasai atau diaminkan kepada pihak ketiga tan)
mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

6. Apabila Pihak Kedua dinyatakan di bawah pengompuan (‘onder curatele gesteld’) at
karena sebab apapun *idak berhak lagi melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan o
harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya.

7. Pihak Kedua tersargkut dalam suatu perkara pidana.

. Jkka Pihak Kedua tidalk meiunasl sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memen
kewdjibannya menurut ketentuan dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak dan deng
inl diberi kuasa dengan Hak Substitusi oleh Pihak Kedua untuk mengambil dimanapun dar
tempat siapapun kendaraan tersebut berada danmenjual dengan perantarasiapapun kendarc
tersebut. Setelah kendaraan ditarik oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak per
melaksanakan penjualan atas kendaraan yang diambil tersebut. Dan hasil penjualan akan dipo
untuk melunasi hutang Pihak Kedua, termasuk membayar semua ongkos dan pajck lainn

Dan apabila ...



ﬂ

|
pablla hasil penjualan ternyata masih ada sisanya. Pihak Pertama akan menyerahkan

kepada Pihak Kedua, sebaliknya apabllauang hasil penjualanitu tidak cukup untuk melunasi
3 Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pinak Kedua tetap berkewajiban membayar
itang tersebut xepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam wakty dua minggu
h pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

|

Pasal 5 ‘
PEMBERIAN JAMINAN FIDUCIA

nenjamin pembaycran seluruh kewdjiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
ing timbul dari perjanjlan inl atau perjanjian lainnya yang dibuat oloh Pihak Kedua dan
‘ertama. maka Pihak Kedua dengan Inl menyerahkan kepcaaa Pihak Pertama Hak Miliknya
kepercayaan atas kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian
\gan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Ing tersebut tetap dipegang oleh Pihak Kedua tetapi Phak Kedua tidak lagl sebagal Pemilik
ainkan sebagal peminjam pakai sgja.”

k Kedua berkewcljiban imemelihara dengan sebaik-baiknya dan secara rufin akan
1berikan laporan tertulis iepada Pihak Pertama mengenai keadoan kendaraun tersebut.

<« Kedua tidak menyewakan. meminjamkan. menjaminkan atau memindah-tangankan
1da plhak lain., :

Pasal 6
ASURANSI

na Jangka waktu pinjaman atau selama perjanjion ini berloku Pihak Kedua walib
jasuransikan jominan terhadap kerusakan dan bahayalainnya dengan jumiah tanggungan

ditetapkan Pihak Petama dan melalul perusahaan asuransi yang ditunjux oleh Pihak Pertama
an ketentuan Banker's Clause.

ana terjadi kerusakan, atau res'ko lain pada kendaraan, maka Pihak Kedua harus segera

sorkannya kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tindasannya kepada
Pertama. :

Kedua dengan inl berjanji dan mr.2angikatkar: diri unfuk mengalihkan semuo hak-haknya
timbul darl perjanjlan asuransl yang akan ditutup kemudian, untuk tambahan jaminan
pembayaran kemball Pihak Kedua sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian Ini.

Pasa! 7
PENYERAHAN KEMBALI DOKUMEN JAMINAN

IninQn berbentuk surat-surat pemilikar. kendaraan (BPKB) dan faktur akan dise:chkan
dleh Pihak Pertama kepcda Pihak ¥edua apabila selurizh hutang Pihak Kedua kepada
tama telah dibayar lunas dan akibatnya segala kuasa - kuasa yang diberikan Pinak Kedua
Pihak Pertama dalam perjanjlan ini menjadi batal dengan sendirinya.

Pasal 8 ........

SNSRI



Pasa: 8
HAL - HAL LAIN

semua kuasa tersebut dalam perjanjian inl tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir
:arena sebab - sebab yang tercantum dl dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang
Undang Hukum Perdata, maupun karena alcsan apapun, selama Pihak Kedua masih
nempunyai hutang kepada Pihak Pertama, atau belum memenuhi semua kewgjibannya
ehadap plhak Pertama.

sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, Pitak Kedua dengan inl melepaskan Pasal
266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Aengenal perfanjlon inl dan segala ckibatnya serta gelaksancaannya para plthak memilih
lomislll hukum yang tetap dan ssumumnya di kantor kepanlteraan Pengadilan Negeri Se-
narang. .

segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian wajib disampaikan
leh masing - masing pihak kepada pihak laln dengan alamat sebagalimana tersebut pada
wwal perjanjlan inl dan setiap perubahan alamat wajlb dibarlitahukan secara tertulls oleh pthak
rang bersangkutar kepada plhak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

anflan dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari ................... tanggal ....ccoeveiiiiiinnns
uat dalam 2 rangkap yang mempunyal kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertamc, ' Pihak Kedua,



PERJANJIAN TAMBAHAN

Perjanjian Tambahan ini ditar.datangani d| B PPN pada tanggal ........... ..ol
oleh dan antara :

1.

Nama O R RO
Alamat

Jabatan
Dalam halini bemndak untuk dan atas nama PT Multmdo Auto Fmance (Pihak Perlama).

Nama : ....(Pihak kedua)
Alamat

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a.

Bahwa pada tanggal .........ccociiiiiiiiiininn telah ditandatangani Perjarjian Pembiayaan
Konsumen Nomor .. o . (selanjutnya perjanjian pembiayaan
berikut seluruh perubahan penambahan pembaharuannya disebut “Perjanjlan Kredit") oleh
dan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua.

Bahwa antara perseroan terbatas PT. Bank Universal Tbk. (“Bank™) dan Pihak Pertama tetah
dibuat dan ditandatangari Peqanjian Kerfasama Nomor ;

Tanggal ..........c.oeceveeeenn...... dihadapan Notaris

(selanjutnya perjanjian kerjasam+ berikul seluruh perubahan, penambahan dan

‘pembaharuannya disebut “Perjanjian Kerjasama”)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di at.s, maka kedua belal pihak dengan ini sepakat dan
se‘uju membuat perjanjian tambahan yang berbunyi sebagai berikut :

1.

Kedua belah pihak seluju dan sepakat bahwa Pihak Pertama, selaku salah satu pihak dalam
Perjanjian Kredit bukan hanya berindak selaku dirinya sendiri melainkan juga bertindak
selaku kuasa dan untuk kepentingan Bank sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasame.
Bahwa Perjanjian Kredit di atas adalah dalain rangka pzalaksanaan dan merupakan salu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pihak Kedua, Pehjamin dan/atau Pemilik Jaminan Pihak Pertama



SURAT PERNYATAAN

rtanda tangan di bawah ini :

1 ini menyatakan bahwa telah mcinbaca dan memahami isi SURAT PERJANIIAN
ERIAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN SECARA FIDUCIA antara saya dengan
ULTINDO AUTO FINANCE

tanggal

unit kendaraan dengan data sebagai berikut :

‘ype

gka

in

lar akan kewajiban untuk mehgangsur setiap bulan sebesar Rp.

)

jangka waktu bulan (angsuran) yang dibayarkan
ambat 1 (satu) bulan sctelah tanggal penandatanganan kontrak atau tanggal terima kendaraan sesuai
Berita Acara Serah Terima Kendaraan, atau maksimal setiap tanggal

)
aran akan saya bayarkan fangsung di Kantor PT. MULTINDC AUTO FINANCE yaitu

engetahui bahwa apabila terjadi keterlambatan dari tanggal diatas dan PT. MULTINDO AUTO
CE menagih ketempat kami, maka atas penagihan tersebut kami bersedia dikenakan biaya penagihan
Rp. (

) Untuk sectiap kali penagihan / kunjungan ke tempat saya.

1i sampai wanprestasi kami bersedia menyerahkan kendaraan tersebut, dan bila sampai kendarasn ditarik,
rsedia dikenakan biaya penarikan yang akan ditentukan kemnudian oleh pthak PT. MULTINDO AUTO
CE. .

in pernyataan ini kami buat bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian diatas. Ditanda tangani
pada tanggal

ing membuat pernyataan

Materai



SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nema

Pekerjaan

Alamat

......................................................................................................................................

KIPNO. ettt et et et ettt oo ene oo
Sebagai Suami/lstri dan selaku Kepala Keluarga/ibu Rumah Tangga. dengan ini memberikan
pe\rse?ujucn kepada Suami/lstri selaku Kepala Keluarga/ibu Rumah Tangga :

Noma

Pekerjaan

ALl e

* KTP No.
)

Untuk melakukan tindakan-findakan sebagai terikut -

1. Membuat dan menanda fangani perjanjian berikul dokurmen-dokumen tairnya sehubungan
dengan perjanjian tersebut uniuk mendapatkan fasllitas pembiayaan 1 (sctu) unit
................................................................................................. et YONG dibefikan oleh
PT. MULTINDO AUTO FINANCE ‘ '

2. Melakukdn dan meng-zrjakan semua dar setiap tindakan apapun juga yeng diperlukan
atau diwgjibkan unfuk pelcksancan apa yang diuraikan dalam butir 1 ¢ atas,

Demikian Surat Perseiujuan ini dibuat dan ditanda tangani di Semarang, pada tanggal

Yang memberikan persetujuan,



O FINANCE

AUIt(n e g

Kanlor Pusat :  Gajah Mada Plaza Blok A 20 - 27, Simpang Lima, Semarang
Telp. (024) 8311130 {Hunting) Fax. (024) 8412395, 8448769
Kantor Cabang : Semarang, Solo, Yogyakanz, Bandung, Boyor, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Jakartz

PESANAN PEMBELIAN
No.

Kepada Yth. : h Semarang,

Sesuai dengan permohonan kredit atas nama X
yang telah disetujui. mohon untuk mengirimkan barang / kendaraan tersebut di bawah

Nini ke
Alamat : No. Pelanggan
Ne. Pinjaman
Telp.
Bauyaknya Merk/Type barang/Kendaraan Harga Satuan | Jumlah Harga
I (satu) Unit
Merck
Type
Tahun
Rangka
Mesin
Warna

STNK & BPKB atas nama

Apabila pengirian tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 30 (tigapulul) hari setelah
tanggal surat ini atau ada suatu hal yang tidak sesuai dengan pesanan ini, maka kami
berhak untuk membatalkan Surat Pesanan ini.

Konfirmasi Supplicr PT. Multindo Auto Finance

Harap pesanan pcembelian asli ini dilampirkan pada waktu penagihan ke
PT. Multindo Auto Finance
‘1. Asli untuk Dealer

2. Tembusau 1 untuk peminjam
3. Tembusan 2 untuk PT. Muliindo Aute Finance

Catatan :



SURAT PERNYATAAN DEALER

\g bertanda tangan di bawah ini :

Nama e
Jabatan D e e
Alamat et e eeee e eeeeeaeeeeeeetete e te et teettttenaeeeeiaaarientrnte Srbssetesanesesereesasereraeeetaernes

am hal ini bertindak untuk dan atas nama
\gan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kami benar telah menjual secara tunai kepada
1 (satu ) unit kendaraan :
Meark / Type

No. Polisi

No. Masin / Rangka

Tahun / Warna
\

Bahwa kami mengetahui kendaraan tersebut dibeli oleh ..o
dengan dana pinjaman vang diperoleh dari PT. MULTINDC AUTO FINANCE karenanya kami
mengikatkan diri dan berjan;i untuk menyerahkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
beserta tindasan faktur pembeiian dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kendaraan
tersebut kepada PT. MULTINDO AUTO FINANCE.

Bahwa kami menjamin keaslian dokumen-dokumen yang akan kami serahkan tersebut di atas,
dan apabila di kemudian hari hal ini terbukti tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi
berupa apapun.

Bahwa kendaraan tersebut pada saat diserahkan bebas dari sitaan, gugatan dan sengksta dari
pihak manapun, dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila hal ini tidak benar.

Bahwa apabila dokumen-dokumen tersebut diatas tidak kami serahkan tepal pada waktunya, -
atau dokumen-dokumen tersebut kami pergunakan untuk tujuan dan maksud lain, maka segala
akibat dari kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi
berupa apapun,

Bahwa pernyataan ini dan segala akibatnya, kami memilih tempat kediaman yang letap dan
tidak berubah di Kantor Kepaniteiaan Pengadilan Negeri Semarang.

imikian pernyataan ini dibuat di Semarang, padatanggal.......... e re e et e eaaa s dengan
‘etahui dan disetujui oleh pembeii-/ PT. MULTINDO AUTO FINANCE.

Menyetujui, . Yang membuat pernyataan,

materai

Mengetahui,
PT. MULTINDO AUTO FINANCE



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama U U
Alamat et eaaenes P P PP
Dalam hal ini bertindak untuk dan at@s NAMO .. i et e e ens

dengan i menyatakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa surat-surat / dokumer. - dokumen berupa STNK, BPKB, Copy Faktur Kwitansl Blanko
dan lain-lain atas kendaraan :

- Merk / Type ..............................................................................
- No. Polisi Do ST PP PR PPPPRPPPPIP rererererenas
= NO. RANGKA [ MESIN 1 ittt
- Tahun / Warna e eeeeeeeeeeeeeh eeesiihesiariiirensieeseiisiieieieeteertetetteteeteteeeresereserarnrnnen .

yang diserahkan kepada PT. MULTIND D AUTO SUBENTRA FINANCE sebagal jaminan atas

PUANG e e berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
dan Pemberian Jaminan Secara FIdUCIGNOMOC ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiciinennnee yang ditanda
tangani padc tanggal ..., adalah benar asli. dan apabila hal ini terbukti

tidak benar maxka kami bersedia dikenakan sanksi berupa apapun.

2. Bahwa kendaraan tersebut pada sact diserchkan bebas dari sitaan, sengketa maupun
gugatan pihak ketiga manapun, dan saya bersedia dikenakan sanksi apapun apabila
hat ini terbukti tidak benar. '

3. Bahwa untuk pernyataan ini dan segala akibatnya, kami memilih tempat kediaman yang
tetap dan tidak berutbah di kantor Kepaniteraan Pangadilan Neger Semarang.

Demikian pernyataan ini suya buat dengan sesungguhnya, di Semarang pada tanggal

Yang membuat pernyataan.



SURAT KUASA

ang berfanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat

slanjutnya disebut PEMBERI KUASA

ienerangkan dengan ini memberikan kuasc dengan hak substitusi kepada '

Nama
Alamat

\uk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBERI KUASA untuk mengambil, fnenylmpon meniual
N menerma hasil penjuolon ’rersebuf atas ¥ (satu) unit kendaracn :

Merk

Type

Tahun

Warna

Nomor Chasis :
Nomor Mesin
Nomor Polisi

Ina keperluan tersebut PENERIMA | UASA bernak untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau
~tor PEMBERI KUASA atau tempat lain dimana kendaraan itu berada guna mengambil kendaraan

sebut di atas dari PEMBERI KUASA atau pihak kain yang menguasainya, bila perlu dengan bantuan
isi atau instansl lainnya yang berwenang.

nudian menjual dan menyeiahkan kendaraan tersebut kepoada siapapun juga dengan memakai
ga, syarat-syarat dan ketenitian-ketentuan yang dianggap baik dan periu oleh PENERIMA KUASA
diri, serta memperhitungkan uang hasil peniualan kendaraan tersebut dengan hutang, bunga.,

da-denda serta biayc-biaya lainnya yang harus dibayar PEMBERI KUASA dClﬂ atau yang dijamin
h PEMBERI KUASA kenada PENERIMA KUASA.

1sa ini diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat ditarik kembalisertaberakhir karena sebab-
«ab yang fercantum dalam Undang-undcng/Hukum serta mengakhiri surat kuasa kc(eno
uasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipischkan dari Akta Persetujuan

dit/Pengakuan Hutang dan atau Pemberian Jaminan yang dibuat om‘oro PEMBERI KUASA
ygan PENERIMA KUASA.

nikian surat kuasa ini dibuat di
la hari ini tanggal

PENERIMA KUASA, PEMBERI KUASA,



SURAT KUASA

Saya yang bertanda fongdn di bawah ini :

Nama

Alamat

Memberi kuasa kepada :

Nama N : PL MULTINDO AUTO FINANCE
Alamat

Untuk mehgombil dokumen-dokumen tersebut di bawah ini :
1. SINK

Retribusi liin Pengusaha Angkutan
Kartu Pengawasan ljin Trayek
Surat KIR

e

Untuk kendaraan dengan daia sebagai berikut :

No. Polisi
No. Chasis

No. Mesin

Qemikion surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang,

Yang Memberl Kuasa :

Materal



KARTU ANGSURAN NASABAH

omor Plnfaman

ama Nasabah

Jamat

ngsuran per bulan @ Rp.

ama Pinjaman

jayar angsuran setiap tanggal :

\rgsuran pertama tanggal‘

kartu angsuran ini.setiap pembayaran' agar anda
kan pelayanan yang cepat.

engjan pasal 3 pada Ketentuan & Syarat-syarat
Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik

jucia, maka apabila terjadi keterlambatan pembayaran
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 6%

'sen) pef bulan dari jumlah yang tertunggak.

1 pada :

N s/d JUMAT :  Pukul 08.30 - 14.00 WIB
fu © Pukul 08.30 - 11.00 wig
hat «1 Pukul 12.00 - 13.00 WIB

MANAGEMENT
PT. MULTINDO AUTO FINANCE



